
5. Undnng-Undang ... 

; 3. C'· ~~ 
' 

1. Undang-Undang Nomor 7 Talmn 1983 tentnng Pajak Penghasilim 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 N.,mor 50, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), 
sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 36 TaJ11m 2008 (Lembaran Negarn Republik Indonesia 
Tahun 2008 No111or 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4893); 

2. Undang-Undang Nomor 10 TahW1 1995 tcntang Kepabeanan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) 
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tuhun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1111 2006 Nomor !l3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4661); 
Undang-Undang Nomor 23 TahW1 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah1111 2003 Nomor 3!l, 
Tambahan l..embaran Ncg11ra Rcpublik Indonesia Nomor 4279); 

Mengingat 

Mcnimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden 
Nomor 90 Tahun 2007 tenta.ng Badan Koordil'lasi Penanaman Modal; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 aynt (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007 tcnrang Pernbagian Umsan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dnn 
Pcmerintahan Oaerah Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaintana dirnaksud d11l11m 
huruf a dan b, pcrlu ditetapkan Peraturan Kepaln Bndan Koordinasi 
Penanaman Modal tentnng Pedoman dan Tata Carn Pengendalian 
Pelaksanaan Penananum Modal; 

K£PALA BADAN KOOROINASI PENANAMAN MODAL, 

DENGAN RAH.MATTUHAN YANG MAHA ESA 

Tl:NTANG 
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PERATURAN 
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w - . 
. 
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17. Peraturan ••• 

--- 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 37) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahnn Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahnn Lembamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pcnanamun Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4 724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor· 68, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 

8. Peratumn Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman 
Pembinaan clan Pengawasan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Oaemh 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tent.ang laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Oaemh kepada Perncrintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Oewnn 
Perwakilan Rakyat Dacrah, dan lnfcrmasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah kepada MnsyarakRI (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia" Tahun 2007 Nomor I 9, Tarnbahan Lembaran Negnrn 
Republik Indonesia Nomor 4 693); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l . .ernbamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 4 I Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Dacrah <Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pcdoman 
Pemberian lnsentif dan Pcmbcrian Kemudahan Penanaman Modal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

13. Peraturan Pemerintnh Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
lndustri (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
47, Tambahan Lembamn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4!>87); 

14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinnsi 
Penanaman Modal; 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pclayanan Tcrpudu 
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

16. Peraturan Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Badan Koordinasi 
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nornor 4/P/2009; 

.. 
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8. Perangkat ... 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Perumaman modal adalah segala bentuk kcgiatan mennnam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, 
untuk mclakukan usaha di wilayah negara .Ktpublik Indonesia. 

2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 
dalam negeri dan penanam modal asirtg. 

3. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, 
pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman 
modal sesuai dengan kctentwm pcraturan perundang-undaugan. 

4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau 
· pcrkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah 
mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dau/atau Izin Prinsip 
Penanaman ·Modal dan/atau Sumi Persetujuan Penanaman Modal 
dan/atau fain Usaha, dan melskukan evaluasi alas pelaksanaannya. 

5. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk 
mcrealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi pcnyelesaian 
masalnh/hambatan alas pelaksanaan kegiatan pennnaman modal. 

6. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna 
mencegsh dan mengurangi terjadinya penyimpangan alas pelaksanaan 
penanaman modal scrta pengenaan sanksi terhadap 
pelanggaran/penyimpangan alas ketentuan peratursn perundang 
undangan. 

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, 
adalah Lembnga Pcmerintah Non Departernen yang bertanggung jawab 
di bidang pcnanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepaln yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Pasal I 

llAB I 
KETENrUAl"I UMUM 

Menetapkan : PER.ATURAN KEPALA BADru"I KOORDlNASl P£NANAMAN MODAL 
TENTA!"IG PEOOMAN DAN TATA CAR.A PENGENOALIAN l'EtAKSANAAN 
PF.NANA,\1AN MODAL. 

MUvlUTUSKAN : 

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ..... 
Tahun 200!1 tentang 'Iala Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan 
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pinnt di Bidang Pcnanaman Modal; 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor .... 
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanamnn 
Modal; 

19. Pcraturan Kcpala Badan Kcordinasi Penanaman Nomor .... Tahun 200!1 
tentang Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi seem-a 
Elektronik; 
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20. Pcmbekuan ... 

8. Perangkat Oaerah Provinsi bida!)8 Penanaman Modal, yang selanjutnya 
disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai 
dcngan kebutuhan masing-mnsing pcmerintnh provinsi, yang 
menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang pcnannrnan 
modal di pemerintah provinsi. 

9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penannman Modal, yang 
selanjutnyn disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dncrah kabupateu/'kcla, 
dcngan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing perncrintah 
kabupatcn/kota, yang mcnyelenggarakan fungsi utama koordinasi di 
bidang penanaman modal di pemerlntah kabupaten/kotn. 

10. Instansi pemerintah terkait adalah lernbaga Pemerintah, provinsi 
maupun kabupaten/kota yang seem-a fungsionnl rncmbina bidang 
usaha, menyelenggarakan pemberian pcrizinan dnn nonpcrizinan, serta 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dcngan penanaman 
modal. 

11. Proyck adalah kegialan penanaman modal olch penanam modal yang 
· telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip 

Penanarnan Modal dan/atau Surat l'ersetujuan Pcnanaman Modal dan 
Izin Usaha dari BKPM, PDPPM, a tau POKPlv1. 

12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal 
Pemerintnh sebagai dasar memulai reneana penanaman modal. 

13. Izi.n l'ri.nsip Penanaman Modal ndalah izin yang wajib dimiliki olch 
perusahaan yang bidang usahanya dupat memperolch fasilitas fiskal dan 
dalarn pelaksanaan kcgiaran penanaman modalnya membutuhkan 
fasilitus fiskal, 

14. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asin~, yang selanjutnya disingkat 
KPPA, adalah izin untuk mendiriknn kautor perwakilan di Indonesia 
yans berkcdudukan di Indonesia. 

15. Izin Usaha adalah izin yang dimlliki d:111 melekat pada perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komcrsial, baik 
produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan alas Pendaftaran 
Penauaman Modal dnn/atau Izin Prinsip Pcnanarnan Modal dnn/atau 
Persctujuan Pcnanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali 
diteutukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor. 

16. Lapor:m Kegiatau Penanaman Modal, yan$ selanjutnya disingkat LKl'M, 
adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan 
perusahaan dan kendala yang dihadapi pcnanam modal dalam bcntuk 
dan ~·rn cam sebagaimnna diatur dnlam Peraturan inl. 

I 7. Betita Acara Pemeriksaan proyek, yang selonjulnya disingkat DAP, 
adalah laporan hasil perneriksaan lapangan terhadap pelaksanaan 
kegi,11:111 penanaman modal dalam rangka pemberian fasililas fiskal 
penunnman modal, pcngenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan 
pen .. ~~mtnlian pelaksanaan lainnya. 

18. Pemb.uusan kegiatan usaha adalah tindahm admi11istrntif yang 
dilakukan DKPM, POPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya 
unhtl: incmbatasi kcgiatan usal1a penl.Sllhaan. 

19. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administmtif yang 
dilakuknn DKPM, POPPM, atau POKPM sesuai dengnn kewenangannya 
yang mcngakibatkan dihentiknnnyn kegiaiun pcrusahaan untuk 
sementnra waktu. 
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b. infonnasi ... 

Setiap penanam modal berhak mendapatkan 
a. kepastian hak, hukum, clan perlindungan; 

BAD 111 
HAK, KJ:WA]IDAN, DAN TANGGUNG JA WAB PENANAl\1 MODAL 

Pasal :~ 

(I) Maksud pengendalian pclaksanaan penanaman modal adalah 
melaksanakan pcmantauan, pembinann, clan pengawasan tcrhadap 
pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, clan 

. tanggungjawab penanam modal. 
(2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modnl adnlah 

a. memperoleh data perkcmbangan realisasi penannman modal dnn 
informasi masalah dan hambatnn yang dihadapi oleh perusuhaan; 

b. melakukan bimbingan clan fosilitasi penyelcsaian masalah dan 
hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; 

c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanarnan modal 
dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas 
penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. 

(3) Sasaran pengendnlian pelaksanaan penanaman modal adalah 
tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal 
scrta tersedianya data realisasi penannmnn modal. 

BABll 
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

Pasal 2 

20. Pembckuan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan 
administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau POKPM scsuai dengan 
kewenangannya untuk menghcntikan sementara waktu fasilitas fiskal 
penanaman modal. 

21. Pembatalan adalah tindakau administratif yang dilakukan 13KPM, 
PDPPM, 11t11u PDKPM ~ scsuai dengnn kcwcnangannya yang 
mcngakibatkan tidak berlakunya Pendnitaran Penanaman Modal/lzin 
l'rinsip Penanarnan ModaJ/Pel'$CIUjuan Penanaman Modal yang tidak 
direalisasikan, 

22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, 
PDPPM, atau PDKPM sesuai dengnn kewcnangannya yang 
mengakibatknn tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/lzin 
Prinsip Pcnanaman Modal/Persetujuan Penanarnan Mod!tl yang telah 
ada kegiatan nyata dan/atau lzin Usaha. 

23. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan 
administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, a tau PDKPM sesuai dengan 
kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal 
pcnanaman modal. 

24. Kegiatan nyata ndnlah kcgiatan yang telah dilakukan olch perusahaan 
dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif 
maupun dalarn bentuk fisik, 

-5- 



b. pembinnnn ... 

Pcmantauan, pernbinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan 
dengan earn 
n. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari 

sumber informasi lainnya, 

Pasal 6 

BAB IV 
TATA CARA t•t:NGENDALIAN Pt:LAKSANAAN Pt:NANAMAN MODAL 

Seliap penanam modal bertanggung jawab 
a. mcnjamin rersedianya modal y:11'8 beras.d dari sumbcr yan& tidak 

bertemungan dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 
b. mena,~ung dan menyelesaikan segala kcwajlban dan kerugian jikn 

penanam modal menghentikan atau menelmuarkan kegiatan usnhanya; 
e. mcnciptakan iklim usaha persaingan ya11$ sehat, rncnccgah praktek 

monopoli, dan hal lain yang mcrugikan negara; 
d. menja~:L kelestarian lingkungan hidup; 
e. mencipiukan kcsclamatan, kesehatan, kenyamannn, dnn kcscjnhteman 

pckerja; 
t. mcnuuuhi sernua ketentuan peratumn perundang-undangan. 

Pasal 5 

Setiap penanam modal bcrkewajiban 
11. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga ncgara Indonesia mclalui 

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 
b. mcnyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga 

kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang 
undangan bagi pcrusahaan yang ruemperkerjakan tcnaga kerja asing; 

c. menerapkan prinsip tata kclola perusahaan yang balk; 
d. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; 
e. menynmpaikan LKPM; 
f. meughonnati tradisi budaya. masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; 
g. mematuhi sernua ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 
h. mengalokasikan dana secara bertahap , untuk pemulihan lokasi yang 

mcmenuhi standar kelayakan Iingkungnn hidup bagi perusahaan yang 
rnengusahakan sumbcr daya alam yang tidak terbarukan, yang 
pelaksauaannya sesuai dengan ketentuan pcmtumn perundang 
undangan. 

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; 
c. hak pelayanan; 

d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan 
peraluran perundang-undangan, 

Pasal 4 • 
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a.PDKPM ... 

(1) Pengswasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan 
olch 

Pasal 9 

(1) Pembiuaan sebsgaimana di.maksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan 
secara be1jenja1is oleh 
11. PDKPM terhadap seluruh kegiatan Pennnaman Modal di 

kabupaten/kota; 
b, POPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapal 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota; 
c. llKPM terhadap pcmbinaan Penanaman Modal yang tidak dapat 

dil.rksanakan di tingkat provinsi; dan 
d. ll1>L111si teknis terkait terhadap perrnasalahan teknis kegiatan 

pc,,;, unman modal. 

(Z). PDKP/1·1 dulam mclakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hus 11f a mclakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait, 

(3) PDPPM dalam rnelakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) 
huruf b melakukan keordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah 
terkalt, . 

(4) BKPM d.,lam mclakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf ,· melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM clan instansi 
lerkait. 

(5) Instansi tcknis dalarn mclakukan kegintan sebagalmana dimaksud pada 
ayat ( 11 huruf d melakukan koordinasi dengan BKPM, PDPPM dan 
PDKPJ\I. 

Pasal 8 

Pemantauan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan olch 
BKPM, POPPM, atau POKPM sesuai dengan kcwenangannya dalam 
melakukan Pcndaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman 
Modal dan/atau Persetujuan Penanarnan Modal dan 11.in Usaha. 

PasaJ 7 

b. pe111bi11aan melalui : 
I. 

2. 
penyuluJU111 pelaksanaan ketentuan penanamnn modal· 

' pcm~rian kcnsultasi dan bimbingan pelaksnnaan penannman modal 
scsuai dengan ketentuan perizinan yang tclah diperoleh; 

S. bantuan den fasilitasi penyelcsalnn masalah/hambaum yang dihadapi 
pcnanam modal dalam mcrealisasikan kegialan penanaman modalnya. 

c. pengawa.san melalui 

l. penelitian dan cvaluasi alas btfonnasi · pelaksanaan kctentuan 
penanarnan modal dan fasilitas yang-telah diberikan; 

2. pemeriksnan ke lokasi proyek penanaman modal; 
3. tindak lanjut terhadap penyirnpangan atas ketcntuan peuanaman 

modal. 

• 
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a. lJKPM ... 

(1). Pengawasan di lokasi proyek sebagnimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih 
dahulu kepada perusahaan. 

(2) Penguwasan di loknsi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakuk.an dengan berkoordina.si dengan 

Pasal 12 

{l) Kepaln BKPM dapat melimpahkan wewcnangnya kepada Gubernur alas 
pemantauan kegiaran penanaman modal yang menjadi kewenangan 
Pemcrintah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7. 

(2) Pclimpahan kewcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur 
terseudiri dcngan Peraturan Kepaln BKPM. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal-hal lertentu BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, 
pernbinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanarnan modal yang 
menjadi kewenangan pemcrintahan dacrah provlnsi ntnu 
kabupaten/kola. 

(2) Dalam hal-hal tertentu POPPM dapnt la11,&s1111g melakukan pemantauan, 
pemblnaan, dan pengawasan ntas kegiaiun pcnanaman modal yung 
menjadi kewenangan pemerintahan daeroh kabupaten/kota. 

(3) Hal-ha! tertentu sebagaimana dimaksud padn ayat (1) dan ayat (2) 
meliputi 
a. terjadinya pencemaran lingkungnn yang rnembahayakan 

kesclamatan masyarakat; 
b, adanya permintaan dari perusahaan atau pcmerintah daernh atau 

instnnsi terkait; 
c. adanya pengaduan mnsyarakat. 

Pasal 10 

a. POKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di 
kabupatcri/kcta; 

b. PDPPM"terhadap penanaman modal yang kegiatannya bcrsifat lintas 
kabupaten/kotn clan berdasarkan peraruran perundang-undangan 
menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; 

c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal ynng 
menjadi kewenangan pemeriutah; 

d. instansi teknis terhadap pclaksanaan pcnanaman modal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundnng-undangan yang mengatur 
kegiatan usaha. 

(2) PDKPM dalam mclakukan kegia tan sebagaima na dimnksud pada ayat 
(1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daernh terkait. 

(3) POPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi dacrah 
terkait. 

(4) DKl'M dalam melakukan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c melakukan koordinasi dengan POPPM, PDKPM, dan instansi 
terkait. 

.._. 
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~- Perusahaan ... 

CI) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftarnn Penanaman Modal 
dnn/atau Izin Prinsip Pcnanaman Modal dan/atau Persetujuan 
Penanaman Modal atnu lzin Usaha, wajib mcnyampaikan LKPM secara 
berkala sebagaimann dimaksud dalam Pasal 4 hurur e yang disarnpaikan 
kcpada BKPM, POPPM, rum PDKPM dcngan menggunakan formulir 
LKPM sebagaimana tereantum pada Lampirnn m. 

(2) Perusahaan memiliki kewnjiban menyampaikan LKPM pertama kali alas 
pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak tanggal Pendaftaran Pe1111m111um Modal/lzin Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Penanarnau Modal diterbitkan. 

(3) Kewajiban pcnyampaian LKJ'M dilakukan secara berkala oleh 
pcrusahaan dengan menggunakan formulir LKP.M sebagaimana 
dimaksud padn ayat (I) dengan ketcntuan sebagai berikut: 
a, perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi 

wajib mcnyampaikan LKPM dengan I'eriode Lapomn Semester I (1 
janunri s.d. 30 Juni) clan Semester 11 ( I Juli s.d. 31 Dcsember); 

b, laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 
tahun YaJ18 bersangkutnn dan Laporau Semester ll paling lambat 
pada akhir bulan januari tahun berikulnya; 

c, perusahaan yang telah memiliki lzin Usaha wajib menyampaikan 
LKPM I (satu) tahun sekali dengan Periode Lapomn 1 J.i111U11i s.d. 31 
Desernber dan penyampaiannya dilaksanakan paling larnbat pada 
akhir bulan januari tahun berikutnyn. 

(1) Pcrusahaan yang memiliki lcbih dari l (satu) Pendaftaran Penanaman 
Modal/Izin Prinsip Pcnanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal 
wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing 
reudanarau Peuauaman Modal/Izi» Prinsip Pcnanaman 
Modal/Persetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatan 
penanaman modal yang lelah memiliki Jzin Usaha, lnporan clapal 
digabung dalam satu LKPM. 

Pasal 13 

BADY 
LAPORAN KEGIATA1"1 PENANAMAN MODAL 

a. BKP1\.i pada tingka] pemerintah; 
b. PDPPM pada tlt13kat provinsi; 
c. PDKl'M pada tingkat kabupaten/kota. 

(3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada nynl 
(I) d1111 surst tugns dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk 
surat sebagaimana tercanium pada Lampiran I. 

(4) Pimpinau/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib 
memberikan informasi }'ling diperlukan terkait dengan objck 
pemeriksaan. 

(5) Hasil pemcriksaan di Iokasi proyck diruangkan dalam BAP yang 
. ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab 

perusahaan dengan menggunakan benluk sebagaimana tercantum pada 
Lamplran II. 

.9. 



l'.isal t 4 ... 

(S) Perusahaan yang memiliki I (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin 
Prinsip Penanaman ModaV Persetujuan Penanaman Modal atau lzin 
Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya Iebih dari I (sntu) 
kabupatcn/kota dalam l (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM 
kepada provinsi dan kabupateu/kota secara terpisah. 

(6) Perusahann yang memiliki kegiatan beberapa biclang usaha dalam I 
(satu) Pcndaftamn Pcnanamau Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ 
Pcrsetujuan Pcnanaman Modal atau lzin Usaha wajib menyampaikan 
LKPM dengan merinci realisasi masing-maslng bidang usaha, 

(7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya 
dilaksanakan secara bcrtahap wajib menyampaikan LKPM menurut 
tahapan pelaksanaannya. 

(8) Perusahaan yang tclah beralih status atau telah mclakukan 
penggabungan perusahnan (merger) wajib menyampaikan LKPM 
sebagaimana diatur pada ayat (3). 

(9) Penyampaian I.KPM kepada SKPM, POPP, dan PO.KJ'M scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
a. dalam bcntuk hard copy a tau soft copy, 
b. melalui surat elektronik, a tau 
c. melalui SPIPISE. 

(10) Perusahaan yang berlokasi di kawnsan perdagangan bebas dan 
pelabulum bcbas menyampail:an LKrM kepada badan pengusahaan 
kawasan pcrdagangan bebas dan pelubuhan bebas yang bersangkutan 

· dengun tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM. 
(Ii) Kantor penvakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan 

kegiaurnnya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan 
fonuulir Iapornn scbagaimana tereantum p.,ctn Lampiran IV. 

(12) Perusnhaan yang mendapatkan fasilitas pcnanaman modal wnjib 
rnenyampaikan 
a. l'~mberitahuan lmpor Barang (PIB) sesuai dcngan Surat Persetujuan 

Iusilitas Ben Masuk alas lmpor Mesin, U:11nng atau Surat Persetujuan 
Iusilitas Bea Masuk etas lmpor Bahan kcpadn Direktorat Jcndcrnl Bea 
Cukai dengan ternbusan Kepala BKPM; 

b. Liporan rcalisasi imper disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) 
bulan sekali bagi perusahaan pemitik Angka Pengcnal lmpor 
rrodusen kepada BKJ'M dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
r;c3.:ri, Departemen Perdagangan, dc11:91n menggunakan fonnulir 
luporan sebagaimana tcreantum pada Luupiran V. 

(13) Peny.nnpaian LKPM sebagaimana dimaksud pada nyat (I} dilakukan 
· olch pcrusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan 

fasilit.i« fiskal yang diberikan olch Pernerinr.rh dan pemerintnh daerah. 
(14) Setcl.1h perusahann sclesai menggunnkan fasilitas sebagaimana 

dino.,~,ud pada ayat (13), LKPM selanjutnya disnmpaikan kcpada 
inslll,o,i teknis yang membina scktor bithong usaha dcngan terubusan 
kepa,:.1 BKrM, POPPM, dan PDKf'M. : 
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UAD VJ ... 

(1) BKPM mcrnbuat laporan kumulatif atas p:1.,ksanaan peuanaman modal 
skala nasional sekurang-kurangnya I (satu) tahun sekali dan 
disampaikan kepada Presiden dan instansi terkait sesuai dengan format 
Iaporan perkembangan penanaman modal sebagaimana diahlr dalam 
Peraturan Kepala BKPM. 

(2) POPPM membuat lapcran kumulatif Ill.IS pelaksanaan penanaman 
modal di wilayah provinsi sctiap G (enam) bulan sekali dan disampaikan 
kepadn Gubernur dengan tcmbusnn kepad.i BKPM selambat-Iambatnya 
akhir bulnn Agustus tahun berjalan clan akhir bulan Februari tahun 
berikurnya. 

(3) POKPM rnernbuat Iaporan kumulatif alas pelaksanann penanaman 
· 1110,fal di wilayah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali clan 

disarupaikan kepada Uupati/Walikola deugan tembusan kepada BKPM 
dan l'DPPM selambat-Iambatnya ranggal 31 Juli tahun berjalan dan 3 I 
janunri tahun berikumya. 

(•I) Lapomn kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), clan 
ayal (3) disampaikan dengan mcnggunakau format Japomn 
sebaguimana tcrcanlum padn Lampiran VJ. 

(5) BKl'i\\ mcmbuat laporan fa,ilitas bea masuk atas fasilitas penanaman 
modal berdasarkan pemberitahuan impor bamng sebagairnana 
dimaksud dalnm Pasal 13 ayat (12) dan disampaikan kepada Menleri 
Kcu:111,(1111 setiap 6 (enam) bulan pada bulan Jnnuati dan Juli tahun 
berjalan. 

(6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada 
Lampiran VU. 

Pasal 15 

(1) BKl'M, POPPM, atau POKPM melakukan evaluasi LKPM lerhadap 
l'endaflaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanarnan 
Modal/P~rsch1juan Pe11a11am1m Modal atau lzin Usaha yang 
dilcrbitkannya. 

(2) Evaluasi LKP1\,t scbagaimana tersebul pada ayat (1) mcliputi 
a. keterangan perusahaan; 
b. perizinan Penanaman Modal yang dintiliki; 
c. reallsasi investasi clan permodalan; 
d. penyelesaian fisik; 
e. penggunaan tenaga ke1ja; 
f. produksi dan pemasaran; 

g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaitamn/ 
J'ersctujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atnu ketentuan yang 
bertaku; 

h. permasalahan yang dihadap! olch perusahaan, 
(3) Oalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pads ayat (I), 

UKPM, POPPM, atau POKPM dapat meminta pcrusahaan untuk 
menyampaikan pcnjelasan dau/atau uicmperbaiki LKPM apabila 
terdapat kesalahan atau keraguan alas data yang disampaikan. 

Pasal J,j 
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(7) Tim ... 

Pa$11l 16 

(1) BAJ' dtpcrlukan dalam rangka 
a. pcngawasan dalarn bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman 

modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf c nngka 2 dan 
Pasal 9; 

b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitns 
impor bahan baku; 

c. permohonan peneabutan proyek penanaman modal ynng 
menggunakan fasilitas penanaman modal dengan maw importnsi 
mcsin/peralatan kurang dari 5 (limn) lnh1111 sejak pengiruporau; 

d. tindak lanjul dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang 
dilakukan olch perusahaan; 

e. pengcnaan sanksi; 
f. pcmbatalan sanksi. 

(2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) huruf a dan 
huruf e didasarkan alas hasil evaluasi BKPM, POPPM, POKPM, dan/atau 
instunsi teknis lerkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman 
modal. · 

(3) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimann dimaksud pada ayat CI) 
huruf b dan humf c didasarkan alas pennohonan fasilitas impor bahan 
baku dan permohonan pencabulan 'proyek pcnanaman modal yang 
me11881maki111 fasilitas penanaman mod:ol dengan masa importasi 
mesiu/peralatan kurang dari 5 (Lima) tahun sejak pcngimporan yang 
diajukan perusahaan kepada BKPM. 

(4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagai111:ma dimaksud pada ayat Cl) 
huru: e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BKPM, POPPM; atau 
PDKl'/1.I dengan menggunakan formulir scbagalmana tercantum pada 
L31111J11':ln vui 

(5) Pembuatan BAP untuk kepcrluan sebagairuana dimaksud pada ayat (l) 
dilukukan oleh Tint Pengendalian Pelaksuuaan Penanaman Modal yang 
dibcntuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM alau Kepala 
PDl'J",\\ atau Kepala PDKPM sesuai densnn kcwcnangannya, bentuk 
Surul Keputusan pembcntukan tim scbagairnana tercanturn pada 
Lamjuran l)l 

CG) Tim 1·,·11gendalian Pclaksanaan Penanamun Modal di tingkat pemerintah 
dapoi rcrdiri dari 
a. d~parlcmcn/instansi tcknis; 
b. Lluvktorat Jenderal Pajak; 
c. Ducktorat Ienderal Bea dun Cukai; 
d. B.t,l.111 Pertanahan Nasional; 
c. Dcpcrtemen Tenaga Ke1jn dan Transmigrasi; 
i. Kcmenterian Negara Linglmngon Hidup; 

. g. instansi terkait lnlnnya; 
· h. BKPi'vt 

• 

BAB VI 
DERITA ACAKA PEJ\,lERlKSAAN PROYEK 
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(2) Untuk ... 

(1) BKPM. PDPPM, atau POKPM melakukan pembatalan terhadap 
PemL11.,ran Pcnannman Modal/Izin Prinsip Pcnanamau 
Modal/Pcrsetujuan Penanamnn Modal atau lzin Pendirian K,1!1lor 
Pcrwakilnn Perusnhaan ,\sing yang diterbitkannya yang tidak 
dilaksanakan dalarn bcnluk kegiatan nyata. 

.BAB VII 
PEi'vlBATAL-\N 1'£NDAITARAN PENANAMAN MODAL /IZlN PRINSIP 

PENANAM,\N MODAL /PERSE'ruJUAN Pl:NANAMAN MODAL 

Pasal t 8 

(1) BK1'M, PDPPM, atau PDKPM atau instansi teknis wajib mernberitahukan 
kcpada Tim Pengendalian Pclaksanaan Penanaman Modal mengcnai 
pelaksanaan pemeriksaan proyck dalam waktu paling larnbat 2 (dua) 
hari kerjn sejak permohonan diterimn sebagaimana dimak.sud dalam 
Pasal 16 ayat (8). 

(2) Tim Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana 
dimak.sud dalam Pasal lG ayat (6), ayat (7)1 dan ayat (8) melakukan 
pemcriksaan proyck dalam jangka waktu paling lambat S (tign) hari 
kerja selelah pernberitahuan dilerimn. 

(3) BAP scbagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam lapomn 
dcngun mcnggunakan formulir sebagaimana ten:antum pada Lampinm 
II. 

(4) Pcmbuutan BAP wajib dilaksannkan di lokasi proyck dan ditandatangani 
langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, lJKPM, 
PDl'l'M, atau PDKPM dan inslansi teknis terkait lainnya scsuai dengan 
kepcrluan pembuatan BAP. 

(5) Hasil lJAP diterima oleh BKPM u.p, Deputi Bidang Pengendaliau 
Pelak-anaau Penanaman Modal, PDPl'M, dan POKPM serta instansi 
tekni- dalarn jangka waklu paling kunbat 3 (tiga) hari kerja scjak 
pelnl ..... 111aa11 pemoriksaan proyek. 

Pasal 17 

(7) Tim P~ngendalian Pclak.sa11111111 Pe11111111man Modal di fingkat provinsi 
atau di kabupaten/kota dapat tcrdiri dari 
a. dinas/in.stan.si teknis; 
b. instansi perpajakan di daerah; 
c. instansi bea dan cukai di daerah: 

' 
d, badan/kanfor pertanahan di daerah: 

' 
c. instansi tcnaga kerja di dacrah; 
f. instanst li11gk1111gn11 hidup di daerah; 
g. instansi terkait lni1111y11 di daerah; 
h. PDPPM dan PDKPM setcmpat, 

(8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pcngendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal dikoordinasikan oleh lJKPM, PDPPM, atau PDKl'M 

· den;..111 keanggotaan yang disesuaikan dengan kepcrlunn pembuatan 
· DAI'. 
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1_ surat kuasa ... 

(2) Untuk Persctujuan Pcnanaman Modnl yang diterbitkan BKPM yang tclah 
menjadi kewenangan pemerintahan provinsi alau mcnjadi kewcnaugan 
pcmerintahan kabupaten/kota, pembatalan pendnftaran persetujuan 
penanaman modalnya dilakukan oleh PDP.PM atau PDKPM. 

(3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara 
administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinun dan nonperizinan 
yang diperlukan untuk merealisasikan kcgiatan pcnanaman modal 
berupa 
a. akta pcndirian pcrusahaan dan pengesahannya; 
b, nomor pokok wajib pajak (Nl'WP); 
c. izin loknsi atau perjaniian sewa gcdung; 
d. Surat Persctujuan Fnsilitas Ilea Masuk atns Impor Bnrang Modal; 
e. angka pengenal impor tcrbatas (APIT); 
i. rencana penggunnan tcnaga kerja asing bagi ynng mcnggunnkn« 

tenaga kerja warga negara asing pendatang; 
g. izin mendirikan bangunan ((MB); dan/atau 
h. Izin Undang-Undang Gangguan (lzin UUG)/110. 

(4) Kcgiatan nyata sebagaimana dimaksud padn ayat (1) dnlam bentuk fisik 
mempakan kegintan yang telah dilakukan, antara lain untuk 
a. bidang industri, telah ada keglaran pokok yang berupa 

I. pengadaan lahan, 
2. pembangunan/scwa gedung/pabrik, atau 
3. pengimporan mesin clan peralatan atau pembelian mesin dan 

pcralatan produksi dnlam negeri, 
. b, bldang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya 

berupa 
I. pengndnan lahnn/tcmpat usaha, a tau 
2. pembangunan/sewa gedung atau pcngadaan ruang perkantoran. 

c. bi,hmg usalta pertanian Ylll\8 telah ada yang kegiatan pokoknya 
bcrupa pcngadaan lahan. 

cl. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya 
sebagian berupa kapal ikan dnn unit pengolahannya di darar, 

(5) Pcmlutalan Pendaftaran Pcnanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman 
Modnl/persctujuan Pcnanaman Modal sebagahnana dimaksud pada 
nyat ( I) dapat diajukan oleh 
a. perusahaan kepada BKPM atau POPPM atau POKPM sesuai dengan 

l'cndaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Pennnaman 
Modal/Persetujunn Penanamnn Modal yang diterbitkannya dengan 
mclampirkan kelengkapan data berupa : 
I. surat permohonan yang ditandatnngani oleh direktur atau y:111g 

diberi kuasa; 
2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pemyntnnn para 

pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujltnll 
Penanaman Modal; 

3. surat pernyatann dari kantor pusat di ncgara asal bagi kantor 
perwakilan perusahaan aslng; 
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5. surat kuasa ... 

(1) BKl'l\l, PDPPM, atau POKPM melakuk.ur pcncabutan terhadap 
Penct.,ilanm Pcnanaman Mod11l/ll.i11 Prinsip Pcnanaman 
Modnl/Pcrsetujuan Penanaman Modal nrnu lzin Pendirian Kantor 
Perwukilan Perusahaan Asins yans tclal. dilaksanakan dalam bentuk 
keguu.m nyatn atau lziu Usaha ynns diterbitkunnya. 

(2) Unluk Persetujuan l'enanaman Modnl dan/alnu lzin Usaha tetap yang 
diterbitkan IJKPM yang lelah menjndi kcwcnangau pemerintahan 
proviusi atau menjadi kewcnangan pciuerintnhan kabupatcn/koia, 
penc.ibutan Persctujuan Penanaman Mooal dan/atau Izin Usaha 
tetapuya dilakukan oleh POPPM atau PDKl"M. 

(3) Pencabutan Pendaftaran Pcnnnaman Ml.l\lal/l:t.in Prinsip Pcnanaman 
Modal/persetujuan Penanaman Modul clan/ atau lzin Usaha 

· sebagaunana dimaksud pada nyat (I) dav:11 diajukan olch 
· a. pcrusahaan kepada DKPM atau POPl'M utau POKPM sesuai perizinan 

ya11$ diterbitkannya dilengkap] dengan persyaratan 
I. surnt permohonan yang ditn11data11.:9!11i olch direktur atau yang 

diberi kuasa; 
2. rekaman Rapat Umum Pemegnng Saham (RUPS) yang 

uienyatakan persctujuan pcncabutan Pendaftaran Penanaman 
Modal/lzin l'rinsip Penanamnn Modal/Persetujuan Penanaman 
Modal dan/atau Izin Usaha/lzin Usaha Tetap; 

3. rekaman akta pendirian pcrusahnan beserta pentbahannya; 
4. LKPM periode terakhir; 

Pasal 19 

BAB vm 
PENCADlJl'AN l:t:lN USAHA 

4. surat kuasa bermateral cukup untuk pcngurusan permohonan 
ynns dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusnhaan 
scbagaimana dalam Lampimn X . 

b. PDPPM clan PDKPM untuk Pendaftamn Pc11a11a11u1n Modal/Izin 
Prinsip Penanaman Modnl/Perselujua11 Pcnanarnan Modal yang 
diterbitkan olch BKPM; 

c. PDPPM unluk izin kantor perwakilnn perusahaan nsing yang 
diterbitkan oleh BKPM. 

(6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pcnclaftaran Pcnanarnan 
Modal/lzin Prinsip Penanaman Modnl/Persel\tjn:m Penanamnn Modal 
atau izin kegiatan kantor perwakilan perusahnnn astng adalnh 
sebagaimana tercantum pada Lampiran XI. 

(7) Alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DKPM atau 
l'Dl'l'M atau POKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja 
menerbitkan pernbatalan l'endaflarnn Pennnamnn Modal/lzin Pr insip 
Pcnanaman Modal/Persetujuan Penunaman Modal atau Izin Pendirian 
Kantor Perwnkilan Perusahaan Asing. 

(8) Bentuk Surat Pembatalan lzin Prinsip/Pe.rseh1juan Penanaman Modal 
ndalah scbagaimana tercantum pada Lampiran XII A. 

(9) Benluk Surat Pernbatalan izin Pendirian Kantor Pcrwakilan Perusahaan 
Asins adalah sebagaimana tcrcantum pada Lampiran XII D. 
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Sanksi ad11 iistratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksauakan 
secara berto> ,p sebagai berikut: 
a. peringm. 11 tertulis, 
b. pembatasan kegiatan usaha, 
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, Mau 
cl. pencabutan kegiatan usaha dan/atau Iasilitas penanaman modal. 

Pasnl 22 ... 

: 

Pasal 21 

BKPM ala,, PDPPM atau POK.PM sesuai de1131111 Pendaftaran Pcnanaman 
Modal/11.11, t'rinsip Penanaman Modal/Persetujuan Pennnaman Modal atau 
lzin Usal.; yang cliterbitkannya dapat mengcnakan sanksi administratif 
kepada JX,• ,1>:1haan yang 
a. tidak 11,, ,uenuhi kewajiban dnn tangsung juwab sebagaimana dimaksud 

dalarn 1·., .,I 4 dan Pasal 5; 
b, mcnyala·,.~unakan fasilitas penannman modal. 

Pasal 20 

BABIX 
SANKS! ADMINISTRATlf 

5. surat kuasa bermatemi cukup untuk pcngurusan permchonnu 
yang tidak dilakukan secara lnngsung oleh direksi perusnhnan 
sebagaimana dalam Lampiran Xlll . 

b, PDPPM atau PDKPM kepada llKl'M dalam ha! lerjadi pcnyimpnngan 
alas lzin Prinsip/persetujuan Penunaman Modal dan/atau Izin Usaha 
ya1ig diterbitkan BKPM dcngan melampirkan DAP. 

(4) Dentuk surat permohonan pencabutan Penclaftaran Pennnnman 
Modal/lzin Prinsip Perumaman Modnl/Pcrselujuan Penanaman Modal 
a tau lzin Usaha sebagaimana dimnk.sud pada ayat (3) huruf a tereantum 
pada Lampiran XIV A. 

(5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanamnn 
Modal/Jzin Prinsip Penanaman Modnl/Persctujuan Pcnanaman Modal 
ntau lzin Usaha yang diajukan olch PDPPM ntau PDKPM sebagninmnn 
dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XIV B. 

(G) At.ns pcrmohonan sebagaimnna dimnksud pada ayat (3) huruf n dan 
huruf b, BKPM atau PDPPM ntnu PDKPM menerbitkan pcncabutan 
Pcndaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanamnn 
Modal/Persetujuan Pcnanaman Modal atau lzin usaha. 

(7) BKPM atau PDPPM atau PDKPM melakukan pencabutan Pendaftaran 
Penanaman ModaVlzin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan 
Penanaman Modal atau lzin Usaha lzin Usaha yang diterbitkannyn alas 
pcnyimpangan yang dilakukan perusahaan bcrdasarkan BAP. 

(8) Pencnbutan Pendaftaran Penannnum Modal/lzin Prinsip Penanamnn 
Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau lzin Usaha scbagaimana 
dimak.sud pada ayat (3) diterbitknn dalam jangka waktu 10 (scpuluhl 
hari kerja. 

(9) Bcntuk pcncabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
tereantum pada Lampiran l\'V. 

-IG· 



c. pembelmnn ... 

(1) Sanksi administratif berupa pembekuau kcgiatan usaha dau/atau 
fasililas penanaman modal dikcnakan apabila dalam jangka waktu I 
(sntu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 nyat (1), perusahaan tidak memberikan 
runggapan/melaksanakan sanksi pernbatasan kegiatan usaha. 

(2) l'embckuan kegtatan usahn dan/atau fasllitas pcm111am1111 modal dapat 
berupa: 
a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempal 

usaha; 
b, penghentian scmentara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang 

memiliki beberapa bidang usaha; 

Pasal 24 

(1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangka 
wnktu l (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatnn 
tcrtulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), 

· perusahaan tidak memberikan tanggaparr/melaksanakan peringatan 
tertulis tersebut. 

(2) Pcrnbatasan kegiatan usaha scbagaimana dimsksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
a. pembatasan kcgiatan usaha disnlah satu atau beberapa lokasi bagi 

perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi; 
b. pembatasan kapasitas prochtksi. 

(3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha scbagaimana dimaksud pada 
ayat I tercantum pada Lamplran XVII. 

(4) Dalam ha! perusahaan telah melakukau upaya perbaikan, perusahaan 
dapat mengajuksn permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usahn 
kepada BKPM , POPPM, atau PDKJ'M yang menerbitkan surat 
pembatasan kcgiatan usaha dengan mcnggunnkan bentuk sum! 
sebagaimana tercantum pada Lampiran X\'111. 

(5) UKPJ\tl, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembntasan 
kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hnri kerja setelah 
dilakukan DAP mencrbitkan pernbatalan pcmbatasan kcgiatan usaha. 

(6) llentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha scbagaimana 
climaksud pada ayat (5) tercantum pada Lruupiran XIX. 

Pasal 23 

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis scbagaimnna dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang ridak 
melnksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam Pas:tl 
4. 

(2) Peringatan tcrtulis diberikan seb:myak 3 (tiga) kali berturut-turut, 
dcngan tcnggang waktu masing-mssing l (satu) bulan terhitung sejnk 
tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan. 

(3) Bentuk Surat Peringatan Terlulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tcrcantum pada Iampiran XVI A, Larnpiran XVI U, dan Lampiran XVI C. 

Pasal 22 
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a. tidak ... 

(I) Sanksi administratif berupa pencabutan kcgintan usaha dan/atau 
fasilitas pe11anamn11 modal sebagaimann dinu1ksud dalam Pasal 21 huruf 
d dikenakru1 kepada pemsaltaan yang 

Pasal 25 

c. pembekuan tcrhadap fasilitas penanaman rnoclal yang telah 
diberikan kcpada perusahaan. 

(3) Bcntuk surat pembekuan kegiatan usaha scbagairnana dimaksud pada 
ayat (1) tercanrum pada Lampiran X..X A. 

(4) Bentuk surat pernbekuan fasilitas penanamnn modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum pacla Lampiran XX B. 

(5) Dalam Ital perusahaan tclah melakukan upaya perbaikan, perusahaan 
dapat mengajukan permohonan pembatnlan pembckuan kegiatan usaha 
dan/atau fasilitas pcnanaman modal kcpada BKPM atnu PDPPM ntau 
POKPM yang mcncrbilkan surat pembekunn keginran usaha dan/atau 
fasilitas penanaman modal dengan mcnggunakan bcntuk surat 
sebagaimana tercantum pada Lampiran XXJ. 

(6) BKPM, PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan 
kcgiatan usaha dan/atau fasilitas clalam jangka waktu 5 (lima) hari 
kerja setelah dilakukan BAP mcnerbilkan pembatalan pembekuan 
kegiatan usaha dan/ a tau fasilitas penanaman modal. 

(7) Bentuk surat pembatalan pembckuan kegiatan usaha dan/ntau fasilitas 
pennnaman modal sebagaimana dimaksud pada aynt (5) tercantum pada 
Lampiran xxn. 

(8) Pernbekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas 
penanaman modal atas · Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Penanarnan Modal atau lzin Usaha yang 
diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus 
memberitahukan pcmbekuan kegiatan usaha perusahaan yang 
bersangkutan kcpada BKPM. 

(9) Dalam Ital perusahaan telah melakukan upaya pcrbaikan, perusahaan 
dapat mengajukan permohonan pembatulan pembekuan kegiatan usaha 
dan/atau fasilitas penanaman modal kepada UKPM, PDPPM, atau 
PDKPM sesuai dengan Pcndaftaran Peuauaman Modal/lzin Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Pcnann111:111 Modal dan/ntau Izin Usaha 

· yang diterbitkannya, dengan menggunakan bcntuk surat permohonan 
· yang tereantum pada Lampiran XXIU. 

(10) Terhadap permohonan pembatalan perubekuan kegiatan usaha 
dan/alau fasilitas penanaman modal sebogaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendulian Pelaksanaan Pcnanaman 
Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM, l'DPPM, atau PDKJ'M sesuai 
dengnn Pendaftaran Pcnanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman 
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dun/atau lzin Usaha yang 
diterbilkannya. 

(11) IJKPM, PDPPM, atau PDKPM yang mencrbitkan pcmbekuan kegiatan 
usahn dan/atau fasilitas penannman modal dalam jangka walctu 5 
Oirnu) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan 
pembckuan kcgiatan usaha dan/ntau fasilitas penanarnan modal. 

(12) llentuk surat pembatalan pcmbekuan ke~iatan usahn dan/atnu fasilitas 
Penannmau Modal scbagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum 
pada Lampirnn XXIV. 

· IS· 



BAB xn ... b. menyampaikan I.KPM. 

Pasal 27 

Perusah111111 yang bcrkanlor pusat di luar daerah_ lokas_i proy~k wajib 
rnenunjuk seorang pcnanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan 
tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. mewnkili perusahnan yang tcrkait dengan pelaksanaan kegintan 

pennnaman modal; 

BABXJI 
KETENTUAN I.AIN 

(I) Penauam modal tidak dikenakan biaya dalarn kegiatan pcngendnlian 
pelaksrnaau penanaman modal yang diluksanakan oleh BKPlv1, POPPM 
atau l'Ol<PM. 

(2) Biayu yang diperlukan · BKPM untu.k. kegiatan Tim Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal dibcbankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Negara. 

(3) Biay., yang diperlukan PDPPM atau l'l lKPM ,mtt~k kegiatan Tim 
Pcll.'!lcndnlian Pelaksanaan Penanamau M?Clal d!bcbankan pada 
Al~:m111 Pendapatan dan Belanja Daerah masmg-masmg. 

- 

rasol 26 

BABX 
BIAYA 

a. tidak memberikan tan,ggapan tertulis ten tang upaya perbaikan dalam 
jangkn waktu 1. (satu) bulan terhitung sejak diterbitka11nyn surat 
pembe~-uan k~gmtan usaha dan/ata11 fnsi!itas penanaman modal 
sebagaunana dm111ksud dalarn Pasal 21 humf c; 

b. melal.-ukan pelar~aran dan telah mendap·.ttkan putusan pengadilnn 
yan.g mempunya1 kekuatan hukum tctap. 

(2) BJO'.M, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pe11c11buta11 
kcgiatan usaJ111 dan/atau fasilitas penannnum modal sesuni Pendnftamn 
Penanaman Modal/Jzin Prinsip Penaruunan Moclal/Persetujuan 
Penanaman Modal dan/atau lzin Usaha yan.g diterbitkannya. 

(3) Pcncabutnn kegiatan usaha bagi perusahaan yans mendapatkan Iasilitas 
penanaman modal alas Pendaftaran Penannman Modal/Jzin Prinsip 
Pennnarnnn Modal/Persetttjuan Pem11111nrn11 Modal 1111111 lzin Usnh11 yang 
ditcrbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM hams 
111cmberit11hukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang 
bersangkutan kepada BKPM. 

(4) Bentuk surat pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah sebagalmana tercantum pada Lampiran XXV. 

(5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau Jasilitas penanaman 
modal, llKPM memberitahukan Direktorat jenderal Beu dan Cukai 
dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk mclaksanakan tindak lanjut 
alas pengemballnn fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
y1mg bcrlaku, dengan benluk surot pemberitahuan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran XXVI. 
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Snlinan sesuni dcngan aslinya 
iat Utama Bl\'PM 

Peratumn Perundang-undangan, 
ata Usaha Pimpinan 

1, 

MENTJ:Rl HUJ-.'UM DAN HAI{ ASASI 
MANUSIA REPUBl.11{ INDONFSIA, 

ltd 
PATRL\l.lS AKBAR 

BERITA NEGARA REPUBI.IK INOONESIA TAllUN 2000 NOMOR 50!) 
< 

Diundangkan di jakarta 
pada bnggal 23 Desember 2009 

Oitelapkan cli Jakarta 
pada tatiggnl 23 Desembcr 2009 

BADAN KOORDINASJ P£N/u'IAMAN MODAL 
KEPAI.A, 

ltd 
GITA WIRJAWAN 

_, 

Agar setiap orang mengcrahuinya, memerintahkan pengundangan Peratumn 
ini dengan pcnempatannya dalam Derita Negara Republik lindonesia. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

Paso! 30 

Dengan berlakunya Pcmturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi 
Pcnannman Modal Nomor GJ/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dcngan Kcputusan Kepala 
Badan Koorclinnsi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 dicabut don 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 

DAB xui 
KCTtNTUAN PENUTUP 

(I) Semua permohonan pembatalan/pcncabutan atas Surat Persetujuan 
Pcnauaman Modal dan/atau lzin Usaha Tetap yang telah diterima oleh 
BKPM serta dinyatakan lengkap dan bennr sebelum berlakunya 
Peraturan ini diproses sesuai dengnn peraturan yang berlaku sebelum 
Peraturan ini dibcrlakukan. 

(2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimann dimaksud pada 
ayat (I) sudah hams disclcsaikan dalam jangka waktu paling lama 5 
(limn) hari kerja sejak bcrlakunya Peraturan ini, 

PllSRI 28 

BAB XJI 
KET[NTUAN PERALII IA1'1 
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l · 3 

Bentuk Surat Peringatan Ter1uw: 
A. Pertarna 
ll. Kedun 
C. Keliga 

16. Lampiran XVI 

1-3 

1-2 

I - I 

1--,.1.,.4-. +-La-11-,p.,.irn-,-, xrv"'·=- . ,·nnik Surat Permohonan Pcncabutan 
, , udaftaran Penanaman Mod.al/I~ Prinsip 
1 ·,1:rnaman Modal/Persetujuan Penuuarnan Modal 
•• ,11/atau lzin Usaha 

1-.,.1~5-. +cu-·t-n-,p~ira-1-, "'x~v,---+, .uuk Sk Pcncabutan Pencabutau Pendaftaran 
1 . nnnarnan Modal/Jzin Prinsip Penanaman 
t., ... lal/Persctujuan Penanaman Modal Atau Izin 
I .d1:1 

·nentuk Surat Kuasa Penguasaan Permohonan 
I rencabutan Pcndaftaran Penanamau Modal/Jzin 

I rrinsip Penanaman Mocl:11/J'crselttjuan 
i•..,nanaman Modal dan/atau lzin Usaha 

13. Lampiran xm 

A. Pendaftamn Penanaman Modal/Izin Prinsip 
Penanaman Modal/persetujua11 Penanaman 1 _ 2 Modal 

a. Izin Kegiatan Kantor Perwakilau Perusahaan 
A.sing 

Bcntuk Surat Pembatalan: 

1-2 

I - I 

Bentuk Surat Permohonan Pcmbatalan 
Pendaftaran Penanaman Modalz lain Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Peruuuunan Mod11I 
Atau lzin Kegiatan Kantor Perwakilnu Perusahaan 
A.sing 

Bentuk Surat Kuasa Pcnguasaan Permohonan 
Pemba1111an Pendaftaran Penanamun Modal/lzin 
Prinsip Penanaman Modul/Perseluju1111 
Penanaman Modal 

Lampiran xn 12. 

LampirnnXI 11. 

Lampiran x 10. 
1-2 Bentuk SK Tim Pengendalian Lampirnn IX 9. 
l - I Bentuk Surat Permohonan DAP Iampiran VIU 8. 
l • 2 Bentuk Laporan Kunmlatif Fasilitas Lampimn VTT 7. 
1 - 6 Bentuk Laporan Kwnulalif Lampiran VI G. 
I - z· Bentuk Laporan lmpor APlP 5. 
1 • 2 Bentuk Laporan Tnhunan .!..'PPA LampimnIV 4. 
I - 7 Bentuk LJ<PM Lampiran lll 3. 
l - 8 Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAI') Iampiran II 2. 
1 -1 Surat Pembcritahuan Pengawasan/ Pemeriksaan Lampiran l 1. 

LAMPIRAN JUOUI. 

Lampiran V 

No. 

DAPI'AR l.AMPJKAN P£RATURAN 
Kfil'AL.\ DADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

NOMOR13 TAHUN 2009 
TANGGAL 23DESu\1BtR2009 

w 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

REPUBUK INDONESIA 

,._. 



GITA WTRJAWAN 

ltd 

BAOAN KOORDINASI PENANMvlAN MODAi. 
KEPALA, 

17. Lampiran XVII Beutuk Surat Pembatasan Kcgiatan Usaha I - I 
18. Lampiran XVlll Bentuk Surat Pcnnohonan Pembatalan Pembatasan 

I - I Kegia tan Usaha 
19. Lampiran XIX Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administmtif I - I Pembatasan Kegiatan Usaha 
20. Lampimn XX Bcntuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif 

Pembekuan: 
A. Kegiatan Us»ha dan/atnu Fasilitas Penanamnn I - 2 

Modal 
B. Kegiatau Usahn 

21. Lampiran XX! Bentuk Surat Pcrmohonan Pembatalan Pembekuan 
Kegiatan Usaha dan/ntau Fasilitns Pcnanaman I - I 
MO<Ull 

22. Lampimn XXII Bentuk Sul'II t Pembatalan Pembekuan Kegiatan I - I Usaha dau/atau Fnsilitas Pcnnnnmnn Modal 
23. Lamplran xxm Bentuk Surat Pcrmohonsn rembntalan Sanksi 

Pcmbekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas I - I Penanaman Modal olch Perusahaan kcpada BKPM 
atau PDPPM atau POKPM 

24. Lampiran XXJV Bentuk Surat Pembatalan Snnksi Administratif 
Pembekuan Keglatan Usaha dan/atau Iasilitas l - l Penanaman Modal dari IJKPM alau POPPM atau 
PDKPM kepada Perusahaan 

25. Lampiran XXV Bentuk Sumi Pcmbcritahuan Pcncabutan Kegiatan I - l Usaha 
26. Lampiran XXVI Bentuk Surat Pemberitahuan Pcncabutan Kcgiaran 

Usaha dan/atnu Fasilitas Pcmm11m1111 Modal l - l kcpada Direktornl Jendernl Ben dan Cukai 
dan/atau Direktorat jenderal Pajak 
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GITA \VTJUAWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANAM.t\N MODAL 
KEPALA, 

Tembusan: 
Kepala BKPM 11.p Oeputi Bidang Pengcndalian Pclaksanaan Pcnanaman Modal; 
Kcpala POPPM atau PDKPM. 

Nania Jclas 

Cap lembaga 

Kepala , 

Atas perhatian sorta kerja sarnanya kami ucapkan tcrima kasih. 

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan mcmberikan informasi sesuai 
dcngan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperluk.an infonnasi lebih 
lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melalui 
telepon/fax . 

Sehubungan dengan sum! (nama lcmbaga) tertanggal , perihal sebagaimana 
tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaiknn bahwa Departemen/Dlnas 
.................. bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan 
pelaksanaan penanaman modal perusahann Saudara, dengnn petugas sebagai berikut : 
1 .. 
z .. 
dst. 

Yth. 
Olrcksi PI'. 
JI. 

: Pemberitahuan Pengawasan/Pemcriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

....... ····················· 20 ... : /20 . 
: Segera 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Ila! 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Bentuk Surat Pemberitahuan Pe118l1Wl1$1ln/ 
Pemerilc.saan Pelaksanaan Penanaman Modal 

LAlvlPIRAN l 
Pl-:RATURAN KF.PALA BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DF.SEi'vlBER 2009 



l. a. Pendaftarau l'cnanaman :No. Tanggal 
modal 

b. lzin Prinsip rcnanaman :No. Tanggal 
Moclal/Pc,~..-,ujuan 
Usalm/Per.,-11,juan . 
Pcnanama 11 ;,. todal 

2. Izin Usaha/ Jzi .. l Jsaha Tetan :No. Tanzzal 
3. Akle Pendirian .1.111 Perubahan : Nolaris 

No. Taneenl 
4. Pengesahan l\ \,111teri Hukum :No Tanggal 

dan HAM 
5. a. SP Fasilitas ln.1\>r Mesiti :No. Tanggal 

b. SP rasilitas 1,,.1..,r Bahan :No. Tanggal 
Dahan 

6. Angkn Pen:,tc11:1I Irnportir : No. Tanggal 
Terbatas 

7. Rencana Pcns'!-unaan Tenaga 
Kerin 

8. Izin Lokasi :No. Tanooal 
9. Keputusan Pemberian Hak Alas :N!). Tanggal 

Tanah /Bukti scwa 

10. Izin Mendirikan Ban~umm :No. Tn1122al 
11. Izin Undanz-Undanz Ga,•0- : No. ·ranQQttl 

n, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIJIJ (dilampirkan) 

I. Nan1:1 perusahaan . 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : 
3. Alamnt perusahaan JI. 

Kodc Pos 
Tclp. fax. 
e-mail 

4. Bidang Usaha : 

5. Loknsi Proyek . JI . 
- Alamat Kiib/Kola') 

Kode Pos Provinsi 
Telp. fax. 
e-mail 

.. 

1. KETERANGAN PERUSAHAAN 

Pada hari tanggal karni yang bertanda tangan di bawah ini Tim 
Pengcndalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan perneriksaan setempat 
terhadap proyek pcnanaman modal untuk keperluan . 

DERITA Ac.ARA PEMERIKSAAN PROYEK 
/BAP/Tim/BKPM, PDPPM, alau PDKP,\1/bulan/TahWl Nomor: 

Bentuk Derita Acara Pemeriksaan l'royek 

L\MPIRAN II 
PERATURAN KF.PALA DKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEMHER 2009 



VI. JNVESTASI ... 

Jabatan Indonesia Asimz 
a. Tenaga Ahli . . 
b, Karyawan 

lumlah . 

V. FENGGUNMNTEN,\Gt\ KE~A 

') Dim hanya untuk permohonnn izm operasional/Izln usaha tetnp atau bag1 proyek 
penanaman modal yan:s menggunakan fasilitas imper bahan b:lku/penolong. 

No. Jeni, Bahan Baku/oenoloruz Nega.ra A . .,.! . 

... . . .. . 

B. Bahan Balcu/penolong 

No. lenis Mesin/oemlatan Nestarn A.,aJ Me.sin 

. 

IV. DAITAR MESIN/PERAI.ATAN TERFASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG' 

A. Jenis ~/Pemlatan 

Nilai ekspor USS . 

Ekspor (%) Saluan DaJAm Negerl (%) Jenis produksi/J.ua 

2. Pemasaran per tahun 

Jcnis produk5i/Jasa I Satuan Knpasitas Rcalisa.si 
Tc Produksi 

I 
I 
l I 

llL KAPASITAS PRODUKSI I ]ASA DAN PEMASARAN/TAHUN 

1. Produk51/jasa 

Tan. al :No. 
uan (110) 
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(I) Ya ... 
c. Tidak dipersyaratkan 

(2) Tidak · 
b. Sesuai dengan UKL I UPL 

(1) Y1t 

I. Pelaksanaan Pen:,· :.1la11n dnn Pemantauan Lingkungan : 
11. Sesuai dengan . KL I RPL 

(1) Ya (2) 'l'idak 

Sesu.ai dengan besarny., .uodal yang telah disctor berdasarkan akta Nolaris terakhir 
VIIl. PENANGANAN ASPEK UNGKUNGAN 

2. Peserta Asin 

I. Peserta 1t1do;,. . , USS . Persentase (%) 

USS. I 

. 

vu. PEMILlXAN SAHAJ\I 1\:husus penanaman modal asilis) 

R~Iisasi Fisik 
a. Luas Iahan 

- Sudah dibebaskan u,, ...................... (I lll/M2) 
- Sndah disertifikatknn .......................... Ola/M2) 
- Yani1 cll01•1ukan .......................... (lln/M2) 

b. Luns ban..,•111111 ......................... ~ .. ·(M2) 
c.Mesin ,,,.,1-al:~.~11 rernasanz (%) 

3. 

Sumber Pembiavaan (dilsi sesual mata WI""' dalam izln usaha/persctuiuan) 
n. Modal Sendiri . 
b. Laba ditanam kembali : 
c. Modnl Piniaman : 

lumlah : 

2. 

Investasi (di.i.si sesuai mata nnn<> dalam izin usalta/oersctuiuan) 
a. Modal Tetan 

• Pembelian dan pematangan : 
tanah 

• Banzunan I ~edumz . 
• Mcsin-mesin I peralatan & : 
suku cadans 

• Lain-Iain : 
Sub lumlah 

b. Modal Kerja : 
(untuk I turn over) 

lumlah : 

1. 

VI. JNVESTASI 

• 3 - 



Mcug<.:tahul ... 

IX. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN 

Lamplrkan hasil pernantauan 
"') Diisi hanya untuk kcperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian 

penyimpangan pcnccmaran lingkungan hidup. 

G. Bila Ya"), sebutkan frckuensinya: kali per . 

5. Apakah dilakukan pernantauan'") 
a. Ya b. Tidak 

Dikeluarkan oleh : 

4. Baku n~uh1 limbah (Standar effluent) yang digunakan'") 

3. 1.!ila Ya, earn pengelolannnya 
'i 

a. Gas (I) Ya (2) Tidak 
b. Cair (1) Ya (2) 11dak 
c. Padat (I) Ya (2) Tidak 
d. Kebisinzan (1) Ya (2) Tidak 

2. Limbah Yang Dihasilkan .. ) 

(2) Tidak (I) Ya 
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TATA ... 

4. w akil Instansi . 
Narna 
jabatan : 
Tanda Tangan 

S. dan seterusnya, disesuaikan dengan 
masalah/ materi yang diperiksa. 

3. Wakil lnstansi ..... 
Nama 

jabatan : 
Tanda Tangan 

2. BKPM atau PDPPM atau PDKYM 
Nama 
Jabatan : 
Tanda Tangan 

1. Koordinator 
BKl'M atau PDl'l'M atau PDKYM : 
Nama 
jabatan : 
Tanda Tangan 

Perneriksa, 

.5. 

Cap 

Pimpinan I Penanggung 
Jnwab Perusahaan 

Mcngetahui 



IV. OAffAR ... 

2. Pemasaran 
a. jenis produksi/jasa diisi sesuai dengan jenis bar.111g/jasa yang dihasilkau oleh 

perusa huu 11. 
b. Saluan dii>i sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan 

dan dic,1,·,,t.,n dengan satuan Yant lcrcantum d.ilam izin usaha/persetujuan 
dan/atau iz111 operactonal/Izin usaha tetap baik bum atau perluasan atau allh 
status serta 1><'rubahannya. 

c. Dalam Neg.-ri (\'6) diisi presentase produk yang dipasarkan di dalam negeri. 
d. Ekspor (%) dusi presentasc produk yang di ekspor, 
e. Nilai ekspor diisi realisasi ekspor dalam mnta uang Dolar Amerika Serikat 

(USS) 

DI. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN : 
t . Produksi/Ja.sa . 

I. Jcnis produksi/jasa diisi dengan jenis baran;,;/jasn yang· dihasilkan olch 
pcrusahaau. 

z, Saluan dii<> sesuai dengan kegiatan usahn dan produk/jasa yang dihasilkan 
dim dlcocokun dengan satuan ya11g tercantum dnlarn izin usaha/persetujuan 
dan/aiau iw1 operacional/Izin usaha tetap balk baru atau perluasan atau alih 
status serta 1"-·rubahannya. 

3. Kapasitas i.-rµaSllng diisi dengan kapasitas terpas.ing mesin/pcralatan. 
1. Rcalisasi produksi diisi dengan realisasi produksi preusan ynns bcrsangkutnn 

dalam satu hulan atau satu tahun produksi, 

II. PERJZINAN DAN NON PERJZINAN YANG DIMlUKJ : 
Diisi secara lengkap clan benar sesuai dengan periztnan dan non perizman yang 
dimiliki oleh perusnhaan ynitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh 
lnstansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP. 

5. Lokasi Proyck 

4. Did011g usaha 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak 
3. Alamal Kantor 

Diisi nama pcrusahaan SC$Uai rzm 
usaha/persetujuan d.nn dicocokan de1J$n11 
Anggnran Dasar Perseroan. 
Diisi dengan NP\VP Perusahaan 
Oiisi dcngan alamat lengkap perusahnan 
yailu nama gcdung, nama jalan, narna kola 
dan ncmor kodc pos, nomor telepon, 
facsimile serta e-mail jika adn. 
Diisi sesuai dengan biclnng usaha ynng 
tereannun dalam Izin Usaha/Pcrsetujuan 
dan/atau Izin Operasional/Jzin Usaha Tetap, 
Diisi sesuai dcngan alamat lokasi proyek 
nama jalan, nomor bangunan, kelurahau/ 
/dcsa, kecarnatan, kabupaten/kota, kode 
pos, nomor telepon, facsimile dan c-11U1il. 

1. Nnr1111 l'Cl'U$lt}U1a11 

BAJ' diberi Nomor, lnstansi yang menyelcnggarakan BAP (BKPM atau J'OPPM atau J'DKPM 
atau instansi teknis) dan tangga! penyelenggaraan scrta maksud diselenggarakannya BAP. 

I. .KETERANGAN PERUSAHAAN : 

TATA CARA PENGISIAN BERlTAACARA PEMERlKSAAN PROYEK (BAP) 
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b.Modal ... 

2. sumber Pembiaynan : 
a. Modal Scndiri Oiisi dcngan realisasi modal snham yang disetor oleh para pcmegang saham untuk 

pduksanaan kcgiatan penanaman modal selama petiode laporan. 

Uniuk proyck penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam Iziu 
usal1J1/persetujmm nilai invesu1sinya dinyalakan dalam Rupiah (Rp), maka 
dalam laporan tetap me11ggunakru1 mata uang Rupiah (Rp). 

Apabila tcn:lapat konversi pcmbiaynan dari Dolar Amerika Serikltt (USS) ke 
Rupiah (Rp.) a tau sebaliknya, agar dicanhtmkan nilai kursnyn saat pclnksanann 
konversi. 

b. Modnl Kerja (saru turn over) 
Modal kerja sntu turn over diisi dengan nilai renlisasi pengcluaran modal tidak 
tetnp untuk satu kali perpuraran masa produksi (lndustr] umw1111ya untuk tiga 
bulan produksi). Oalarn komponen modal kerja to:nnasuk antnra lain 
pe11&eluaran untuk bahan bak'U/penolo11&, gaji/upah karyawan dan biaya 
overhead. 

)) Nilai realisasi investnsi untuk penanaman modal dnlam negerl dalam rnata 
uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolor 
Amerika Serikat (USS). 

2) Reallsasl modal tctap dlhltung atas nilai perolehannya tanpa dikurangi 
penyusutan (depresiasi) yang tcrdiri dari ; 
- Komponcn pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikcluarknn 

unruk pembelian tanah tcrmasuk biayn pematangan tanah, 
- Dalam komponen bangunan/ gcdllt'\$ terrnasuk bangunan pabrik, gudang 

dan prasarana yang ada dalam Iokasi proyck. 
- Dalam komponen mesin/peralatan tcrmasuk suku cadang (spsreparts), 

balk yru,g diimpor maupun pcmbelian lokal termasuk pcralat1m 
pencegahan penccmaran lingkungan. 

- Dalam komponen lain-lain termasuk alat ungkutan, perolat1m kantor, 
inventaris kantordan biaya studi kclayakan.Jikajumlnlmya melcbihi 1096 
dari jumlah modal tetap seluruhnya, agar dirinci dalam lembar terpisah. 

- Kolom sub total merupakan jumlah pe~unaan dana unluk seluruh 
modal tetap. 

1. Investasi 
a. Modal Tetnp : 

V. PENGGUNAAN TENAGA KER]A 
1. Tcnagn kerja Indonesia cliisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja 

pemba~tu'.an <:reclo_r), 111usinu111 dan borongan. 
2. TeMga kerja 9:5111g ~1isi dengan tenaga kerja osing yang dipckerjakan yang tclah 

mernperoleh Inn Ke1Ja Tenaga A.sing (l;\,ITA). · 

VJ. INVESTAS!: 

IV. DAFl'~~lN/PERALAT~.T.ERPAS~G_DAN BAHAN BAKU/P£NOLONG : 
I. Jerus Mesm/Pe!"latan: Dusi nnma/J~~tl.') mesin/peralatan yang dipergunakan dalam 

proses produksi, untuk m~u! yang dumpor agar di tulis ncgara asal mesin, 
2. Ba00hru_,,.~aku/Penolong: 011s1 narna bahan baku yang dipergunakan dalam proses 

pr uxsi. 
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GITA WIRJAWAN 

DADAN KOOROINASl PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

ltd 

Penandatanganan DAP dilakukan olch pimpinan/penanggung jawab pcrusahaan dan 
seluruh anggota Tim yang melakukan BAP di lokasi proyck pemsahnan yang 
bcrsangku tan. 

Pembuatan BAP bagi pennohonan pcncabutan proyek penanaman modal yang 
menggunakan fasilitns dcngan masa importasi mcsin/peralatan kurang dari 5 Oima) 
tahun sejak pengimporannya perlu dicocokan keberadaan mesin pcralatan dengan 
daftar induk barang modal (11111slcrlis() dnn daftar pernbcritahuan impor barang 
(mesin/peralatan) y,mg mcndapatkan fasilitas penanaman modal. 

Pembuatan DAP untuk permohonan bngi kcgiatan penanaman modal yang mcmerlukan 
fasilitas impor bahan baku, perlu ada penjclasan tentang perhitungan kapasitas 
terpasang mcsin untuk kebutuhan bahan baku dan faktor-faktor pokok yang 
mernpengaruhi kapnsltas produksi. Langkah-Iaugkah perhitungan kapasitas terpasang 
dapat di lihat pada brosur/ manual book mcsin/peralatan dan standar alur proses 
pemeriksaan mesiu/peralatan dalam rangka pembcrian fasilitas bahan balm. 

VlIJ. URAIAN HASll. PEMERIKSAAN 
Diisi hasil temuan lnpangan dan rckomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan 
maksud dibuatnya BAP. 

I. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). 
2. Upaya Pcngelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upay11 Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UPL). 
Aspek teknis lingkungan yang diperiksa sesuai format BAP. 

vn, PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN 
Diisi sesuai pe~k.sanaan kewajib:m a~k lingkungan yang ditetapkan dalam izin 
usahn_( pers_etuJuan. atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi. 
Kew_aJ_1bnn_ lingkungsn membuat dokumen pengelolaan pemantauan llngkungan yang 
terdiri dun : 

b. Modal Piajamnn 
Diisi dengan_ besarnya modal pinjaman yang dilcrima dari luar ne eri mnu un 
~::n~egen dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) se~ma pcdodc 

c. Laba Y?tl.8 ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek pcrhUL<;an sesuai nilai laba 
yang ditanam kembali olch perusahaan pada periode laporan. 

3. Penyele.w.aan Fi.silc 
Realisas! fisik dilapangan merupakan bagtan pcnyelesaian pelaksanaan kegiatan 
peaanaman modal berupa : 
1. Realisasi ~ari pembebasan dan pe11ggtuU11111 ta11J1h dalam MZ/Ha 
2. Pen~el~tan pembangunan gedung, luas banguan dnlam M'. 
3. Realisast pcnghnpomn mesin/peralatan clan suku cadang serta pemasangannya 

dalam persentase (%). 
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I. a. Pendaftaran penanaman : No. Tnnggal 
modal 

b. lzin prinsip pcnanaman No. Tanggal 
modal/pcrsetujuan 
oenanaman modal 

2. Fasilitas bea masuk impor: : No. . Tanggal 
a. barang modal (me.sin/ 

peralatan) 
Ta!1$8Rl b. bahan baku/penolong : No. • 

3. fasilitas Fiskal Lainnya No. Tat1$8Rl 

4. Rencana Penggunaan : No. Tanggnl 
Tenaga Kerja Asiug 

5. Izln Lokasi No. Tanggal 

G. SK llak Alas Tanah No. Tanggal 
7. Izin Mendirikan Bangunan No. Tanggal 

II. PERIZINIIN DAN NONPERIZINAN PEW.NAMAN MODAL YANG DIMILIKl 

I. Nama oerusahaan . . 
2. • Akta pendirian . No . Tanggal 

• Nama Notaris 
• Pengesahan Mcnteri Hukurn : No. Tanggal 

dnnHAM 
3. Nomor Pokok Wajib rajnk : 

(Nl'Wf') 
4. Alamat korcspondensi : JI. 

Kab/Kotn 
Telp. fax. 
e-mail 

5. Bidang Usaha : 

6.1.okasiProyek : JI. 
Kab/Kota Provinsi 
reie. Fax. 

I. KETERANGAN PERUSAHAAN 

Tahap Pembangunan : 
• Semester Pertama (1 januari · 30 Juni) : ( ) 
· Semester Kedua ( 1 Juli - 31 Desember) : ( ) 
Tahap Produksi Komersial (Telah Ada lzin Usaha) : 
• Tahu nan (1 januari - 31 Desember) : ( ) 

PERlODE LAPORAN TAHUN: 

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAi, 

Bentuk Iaporan Kegiatnn Penanaman Modal 

l.AMPIRAN III 
PERATURAN KEPALA BKl'M 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANCGAL : 23 DESEMBER 2009 



V. PENGGUNAAN ... 

Hanya diisi bagi proyek y1111g 11\Jls1h dalam tahap konstrukst/pcmbangunan . 

1: Luas Pem1imnaan Tanah : Ha/M' 
2. Pembangunan Gedunz ; (%) 
3. Pemasangan Mc.sin/ : (%) 

Peralatan .. . . . 

N. PENYELESAJAN FISlK 

4. Modal Perseroan 
11. Modal Dasar : 
b. Modal Oitemoatkan 
c. Modal Oisetor : 

') Dusi Apabila mcnyertakan modal asn1g . 

3. Pcrmodalan Pcrseroan ') 
a. Peserta Indonesia : 

b, Peserta Asino : 

.. . 

•. ._,, 

2. Sumber pernbiayaan 
a. Modal sendiri : 
b, Modal pinjaman : 

- dalarn negeri : 
- luar negcri . 

c. Laba ditanam kcmbali 

') Untuk yang beium 12.m usaha dilsl sesum dengan nilat perolehan . 
") Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izln usaha tetap hanya diisi sesuai 

tow! investasi yang tercantum pada izin usaha/ixin usaha tetap. 

REAl.JSASI INVESTASI IDalarn mata uanz Rp.( ) atau USS. ( )) 1. In vcs tas i . 
a. Modal Tetni, ') 

Pembelian dan Pernatangan . • 
Tanah 
Ban~una11/Gedvno . 
Mesin/Pcmlatan & Suku : 
Cadanz 
Lain-lain 

Sub Iumlah : 
b. Modal Kerja 

(satu turn ove1) 
Iumlah ") . . . .. . 

IJL 

Y sesuar Perizinan yang dimiliki . 

8. Iz.in UU Gansgua11/HO : No. Tangsal 9. Izin Teknis lainnya : No. Tan.ggnl 
10. lzin Usaha No. Tans.gal 

Han a diisi .. . . 
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TATA ... 

Petugas yang dapat dihubungi : 
Nama 
Jabatan 
No. Tclcpon/HP: 
Email 

Namajellls 
Jabatan 

Pcnanggung juwab, 

cap Perusahaan dan Tandatarigan 

.. , 20 . 
l.aporon ini disusun deng,111 sebenarnya. 

VlII. PERMASALAHAN YANG DDiADAPI PERUS.AHAAN 

') Corel salah satu. 
0) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kcrja asing. 

1<£WATTBAN PERUSAHAAN 
1. Lingkungan : 

- UKL/UPI. : Ada/fidak ada") 
-AND.AL Pcngesahan No. Tang.gal 

2. Kemitraan . Dipcrsyara tkan/' tidak dipersyara tkan • 
De11g1111 kemitraan yang dilakukan 

3. Pclatihan tenaga kcrja : Jenis pelatihan 
Indonesia ") lumlah van~ dilatih .............. oramz 

4. Tanggung jawab sosial (CSR) : Sudah/belum dilaksanakan") 
berupa .... . 

5. Lain-lain : 

vn. 
Nilllr Ekspor dalam USS .. 

PRODUKSI DARANG/IASA DAN PEMASARAN PER TAHUN 
No Jcnis Saluan Kapnsifas Kapasitas Realisasi Ekspor' 

Daran~/Jasa Direncanakan Ternasanz Produksi (%) 

VI. 

Oran 2. Asing 

V. PJ:NGGUNMN TENAGA KEJYA 
11. Indonesia 
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Dalarn .. 

1) Nilai realisasi investasi untuk penanarnan modal dalam negcri dalam mnta uang 
Rupiah (Rp) clan penanaman modal asing dalam mata uang Oolar Amerika Serikat 
(USS). 

2) Realisasi modal tetap dihilung atas nilai perolchannya ynng lerdiri dari ; 
- Komponen perubelian dan pematang tanah adalah blaya yang dikeluarkan 

unluk pembelian tannh tcrrnasuk binyn pematangan tanah. 

a. Modal Temp : 

1. Investasi : 

Ill. REAllSASI lNVESTASl: 

Il. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DlMlLIKI: 
Diisi secara lcngkap dan benar ranggal dan nornor izin-lziu yang tclah diperoleh baik 
dari lnstansi Pusat maupun Daerah, 

Diisi sesuai nama yang tercantum dalnm 
Anggaran Dasar Pcrseroan don pengesnhan 
dari Menteri Hu!..1.1111 & HAM, atau sesuai 
Pcrsetujuan Mcntcri Hukum & HAM atas 
Perubahan Anggamn Dasar Perseroan. 
Diisi nomor clan tanggal nkta pendirlan 
perusahaan 
Diisi nama notaris yru,g membuat ak!Jl 
Diisi nomor dan !Jlnggal pengesahan dari 
Menteri Hukum dan HAM 
Dii.si sesuni NP\VP Perusahaan 
Diisi dengan nanm gedung, nama jalan, 
kota-nomor kode pos, nomor telepon, 
facsimile dan c · mail. Kantor pusat 
perusahaan merupakan tempat dan 
kcdudukan perusah.um (U11d11t1g Undnng 
No. 40 T,1111111 :t, '07 tcntnng Perseronn 
Tcrb.illls). 
Diisi sesuai dengau bidang usaha yang 
tercanlwn dalam 1.-:ndaflarnn penanaman 
modal/izin prinsip penanaman 
modal/persetujuan penanamnn modal atau 
lzin Usaha/12ir! Usaha Tetap, 
Diisi scsuai dengan lokasi/keberadaan 
proyck alamat lcngkap nnma jalan, 
Kelurahan/Desa, Kabupateu/Kota dan 
Provinsi telepon serta racsimile 

6. Lokasi Proyck 

5. Bidang usaha 

- Nama Notaris 
• Pengesahan Menteri 

Hukum don HAM 
3. Nomor Pokok Wajib Pajak 
4. Alamat korespondensi 

2. - Akin pendirian 

PERIODE LAPORAN 
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat. 
Diisi dcngan tanda (v) pada scsuai periode laporan Semester Pertama atau Semester Kedua, 
Pcrusahacn wajib menyampaikan laporan pertama paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
tanggal izin prinsip/persetujuan penanaman modal diterbitkan. Untuk pelapomn 
sclunjutnya mcnyesuaikan dengan periode semester laporau. 
L KETERANGAN PERUSAHAAN : 

I. Nama Perusahaan 

TATA CARA PENGISIAN 
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL 
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2. Ten:tgn ... 

termasuk tennga kerja 
V. PENGGUNAAN TENAGA KEFJA 

I. Tenaga kerja Indonesia diisi dcngan total penyerapan 
pembangunan (erector), 111usinu111 dan borongan. 

IV.PENYELESAIMNJlSIK 
Realisasi fisik merupakan bagian pcnyelesaian pelaksanaan kegiatan pcnanaman modal 
berupa : · 
1. Realisasi dari pengadaan/penggunaan tanah dalarn M1/Ha 
2. Penyelesaian pcmbangunan gedung dalam perseutase (%) 
3. Realisasi pengimporan mcsin/pcralatan dan suku cnda~g serta pemasangannya dalam 

persenlase (%) sampai dengan periode laporan, 

4. Modal Perseroan 
Mengacu kepada anggaran dasar perseroan yang mcliputi Modal Dasar, Modal 
Ditempatkan dan Modal Disetor. 

3. Permodalan Perscroan 
a. Perrnodalan perusahaan hanya diisi untuk perusahaan yang dalarn rangka 

penanaman modal asing. 
b .. Penyertaan modal sesuai dengan nama dan 11il11i penyertaan saham yang 

tercantum dalam anggaran dasar perseroan, 

2. Sumber Pembiayaan: 
a. Modal Sendiri 

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk 
pclaksanaan kegiatan penanaman modal sclamn periode laporan .. 

b. Modal l'injamnn 
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari- luar negeri maupun 
dalam negeri dalam bentuk valuta nsit1,g ataupun l{upiah (Rp) selama periode 
laporan. 

c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek pcrluasnn sesuai nilai laba 
yang ditamun kembali oleh perusahaan psda periode laporan. 

Unruk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalarn izin 
usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam 
laporan te~p menggunakan mata Wing Rupiah (Rp). 

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (USS) ke Rupinh 
(Rp.) atau scbaliknyn, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi. 

- Dalam komponen bangunan/gedung tcrmasuk bangunan pabrik, gudang dan 
prasarana yang ada dalnm lokasi proyck. 

• Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik 
yang dlimpor maupun pembelian lokal termasuk pernlatan pcncegahan 
pencemnran Iingkungan. 

- Dalam komponen lain-Iain termasuk alat angkutan, peralatan knntor, 
inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. 

- Kolom sub total merupakan jumlah pcnggunaan dana untuk seluruh modal 
telap. 

b. Modal Kerja (satu tum over) 
Modal kcrja satu turn over diisi dengan nllai realisasi pengeluaran modal tidak tetap 
untuk satu kali perputaran rnasa produksi (industr! umumnya untuk riga bulan 
produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lain pcngeluaran untuk 
bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead. 
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Vlll. PERtvtASALAl !AN .. 

4. Lain-lain 
Diisi J\pabila terd11pat langgung jawab lain-lain yang dipersyamtkan sesuai lokasi 
proyck atau bidang usaha yang dilakukan. 

4. Tanggung jawab sosial (CSR) 
Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalJlm be11htk kcgi.at.an sosial a tau 
peningkatan pcrckonomian masyarakat disekitar lokasi proyek. 

3. Pelatihan Tenaga K.erja Indonesia 
Kewajiban perusahaan yang menggunakan untuk melakukan pclatihan dalam 
rangka transfer tdmologi kcpada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan 
dnnjumlah tcna;,;u kerja yang dllauh. 

2. Kemitraan 
Kewajibnn kemiuaan sesuai dcngan ketcntuan bidang usaha yang ditetapkau/ 
dipersyaratkan dalam ixin prinsip/pcrsetujuan pcnanaman modal yang diisi dcngan 
jenis kemitraan yung dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kccil/menengah. 

b, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungnn Hidup (UPI.) dis11S11n oleh perusahaan dengan menggunakan 
forrnulir dari instansi teknis yang bersangkutan, bagi proyek yang kegiatannys 
tidal: mempunyni dampak pcnting atau secara teknologi dapat dikelola. 

VII. KEW AJIBAN PERUSAHAAN 

1. Lingkungan 
Kcwajiban lingkungan scsuai dengan kctentuan yang diletapkan dalam izin 
usaha/persetujuan atau persyaratan bidang US11ha berdasarkan kapasitas produksi. 
Kcwajiban llngkungan membuat dokumen Analisis Mcngenai Dampak Lingkungan 
Hidup (AMDAL) yang terdiri dari : 
a. Studi Analisis Darnpak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan 

lingku,igan Hidup (RKL) dan Rencana Pernantaunn Lingkungan Hidup (RPL). 
Kegintan usaha mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan 
hidup, Persctujuan R.KL/Rl'L diisl sesuai dengan nomor dan tanggal pcrsetujuan 
dari Komisi AMDAL baik dari pusat maupun daerah. 

VJ. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN 
1. Kolom jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin 

usaha/persetujuan pcrtama atau perluasannya atau alih status atau pcrubahannya. 
2. Satuan diisi dengan satwm yang lercantum dalarn izin usaha/persetujunn pertama 

atau perluasannya atau alih status atau perubahannya. 
3. Kolom Kapasitas lzi.n : Diisi sesuai dengan yang tcrcanlum dalam izin 

nsaha/pcrsetujuan. 
4. Kolom Kapasltas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas meslu/peralatan ya11g diopcrasiknn 

sccara optimal atau berdasarkan shift kerja. 
5. Realisasi produksi diisi bcrdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu 

tahun periode laporan, Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitns 
terpasang yang tcrcantum dalam Izin Operasional, maka atas kelebihnu kapasitas 
tersebut diwnjibkan mengajukan perluasan proyek. 
Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang 
Oolar Amerika Serikat (USS) selama periode laporan, 

2. Tenaga kerja asing diisi dengau tcnaga kerja using yang dipekerjakan yang telnh 
mcrnperoleh lzin Kerja Tenaga Asing (IMTA). 

-6- 



Hd 
GITA \VlRJAWAN 

BADAN KOORDINASI PENANMo\AN MODAL 
KEPALA, 

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh pcnanggung jawab perusahaan dengan 
mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distcmpel perusahaan. 
Cantumkan pula petugas yang ditugaskan untuk dapat memberikan ketcrangan /dihubungi 
berkaitan dengan penyusunan/data LKPM bcrupa nama petugas, jabatan, telepon dan e 
mail. 

VlII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN 
Diisi dengan permasalahan d1111 hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyck, 
seperti masalah pertanahan, masalah kctenagakerjaan, masalah pe11111sara11 dan upaya 
yang telah dilakukan scrta saran/usulan penyelcsaiannya. Bila kolom yang terscdia 
tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah. 

.7. 



1. Tenaga ... 

b. Tahun ini 
( ) 
(1) Nama 
(2) Kewarganegaraan 

(WNA/WNI) 

3. Manager Kantor' 
a. Tahun !ah• 

( ) 
(1) Nnma 
(2) Kewarxanegaraan 

(WNA/WNI} 
r 

1. 
2. 
3. 

b. Tahun ini 
( ) 

1. 
2. 
3. 

a. Tahun lalu 
( ) 

2. Wilayah kegiatan yang dieakup : Qika lebih dari 1 (saru) negara agardiisi 
menggunakn» lampiran tersendiri) 

1. Ahuna! 
a. Nama Gedung 
b. N11maJ11Jan dan Nomor 
c; Telepon/fax 
d. Berlangsung Sejak 

Tahun 

1. Noma Perusahaan 
2. Alamat Kantor Pusat 
3. Bidang Usaha 

n. Kantor Perwakilan 

.... 
L Pemsab•ao Yang 

Diwnldll 

(Kead••n Per 81 Desember) 

LAPORAN TAHUNAN 
KANTOR PERWAICILAN PERUSAHMN ASJNG 

TAHUN . 

Lru'vlPIRAN IV 
PERATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : t3 TAIIUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEHBER 2009 

Bentuk Iaporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 



GITA WIRJAWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KCPALA, 

Nama Jelas 

Cap Kepala KPPA dan tandatangan 

Penanggung jawab 

............. , 20 . 

Iaporan ini dibuat sesuai dcngan keadaan sebenamya pada tanggnl 31 Desember 

Jumlnh 

b. Tahun ini 
( ) 
( I) Tenaga ahli 
(2) Staf & Karyawan 

Jumlnh 

Indonesia Asing 4. Tenaga pernbanht manager 
11. Tahun Ialu 

( ) 
(I) Tenaga nhli 
(2) Staf & 

Karyawan 

-2- 



Lampiran ... 

.......................................... 

Cap Perusahaan 

Dire bi/ 1'~1w,gguns Jawab 

Laporan ini karni sampaikan sesuai dengan konclisi yan,~ scbenaruya. 

Dengan hormat karni sampaikan laporan realisasi impor utas Izin Prinsip Penanaman 
Modal Nomor Tanggal dengan A.11;1.l:a Pcngennl lmpor Produsen 

Nomor tanggal 3 (tiga) bulanan periode s/d Tahun .. 

Yth. 
1. kpala Badan Koordinasi Pe.nan.a.man Modal 
2. Oirektur Jenderal Pe~ Luar Negeri, Departemenn Perdagan.gan 
Di- 

jakarta 

.......... , 20 . .................... 120 ...... 
Segera 
I (satu) berkas 
Laporun Realisasi Imper 

Norn or 
Sifat 
Lampiran 
Pcrihal 

KOP PERUSAHAAN 

LAMPIRANV 
PERA1URAN KI:PAI.A IJKPM 
NOMOK : 13 TAHUN 200!> 
TANGGAL: 23 D~'.SEMBER 2009 

Bentuk SIU'at Pemberitahuan I.aporan Rcallsasi Imper 



GITA WIRJAWAN 

lid 

DADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

No. Jenis Barang NomorHS Volume Nilai Imper 
(US$) 

lumlah 

LAPORAN REALISASI IMPORATAS 
ANGKA PENGENAL IMPOR PRODUSEN NO TANGGAL . 

PEJUODE SID TAHUN . 

l.ampimn Su.rat No Tanggal . 

-2- 



I.aropiran ... 

Tembu51m: 
l. Kepala BKPM 
2. Tembusan disesunikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tcmbusan kcpada PDKPM, 

Iaporan K:1. PDKPM tembusan kepada PDPPt,,l). 

XEPALA PDPPM atau POKPM 

') coret yang lidak perlu, 

Demikian kami laporkan, alas perhatian clan perkenan Bapak Cubernur atau 
Bupati/Walikota ') kami haturkan terima kasih, 

Bcrsama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembangan 
realisasi penanaman modal tahun atau periode januari sld Juni Tahun atau periode 
Januari s/d Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di 33 provinsi atau provinsi 
..........•...... atau kabupaten atau kola - .. , dan berdasarkan sektor 
usaha. 

Kcpada Yang Terhormat 
Bapalc Gubernur atau Bapak Bupati/Walikotn •) 
Di- 

................... ./20...... . , 20 . 
Segero 
l (satu) berkas 
~poran Perkembangan Penanaman Modal 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM 

Bentuk Surat Pemberitahuan Iaporsn Perkembangan Penanaman Modal 

J...ANIPIRAN VI 
PERATURAN K£1'ALA BKI'M 
NOMOR : 13 TAIIUN 200!> 
TANGC,AI... : 23 DESEHBER 2009 



b, Berdasarkan ... 

LO KASI JUMLAH ND.AI PENYERAPANTENAGA 
NO KERJA KET. PROYEK INVESTASI INDONESIA ASING 

. 

Iumlah 

a. Berdasarkan Lok.o..sl Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per provinsi atau 
kabutaten/kota a tau kecamatan. 

LAl'ORAN PERKEMBANGAN REAIJSASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1 JANUARI SID 
30 ]UNI ATAU PERIODE 1 JANUARI SID 31 DESEMBER TAHUN . 

Lampiran Surat No lllf\S8al . 

-2- 



c. Berdusarkan ... 

SEKTOR ]UMLAII NTl.AI P.ENYERAPAN TJ:NAGA 
NO ICERIA PROYEK INVESTASI KIIT. 

'INDONESIA ASING 
I. Sektor Primer 

I. Tananum pangan & 
perkebunan 

2. Peternakan 
:s. Kchulanan 
4. Perikanan 
5. Pertambanzan n. Seklor Sekunder 
I. lndustri makan 
2. Industri tekstil 
3. Induslri barang dari 

kulit & alas kaki ". Indwlri kavu 

5. lndustri kcrtas &. 
oercetakan 

6. lndustri kimia & 
farmasi 

7. Industri karet & 
plastik 

8. lndustri mineral non 
Iosam 

e. lndustri Logam, mesi n 
& elektronika 
Industri instrumen 

. 

10. kedokteran, presisi, 
ootik dan iam 
lndustri kendaraan 

11. bennotor <"< ala! 
transportasi lain 

I 2. lndustri lainnva 
Ill. Sektor Tersier 

I. Listrik, zas du II air 
2. Konstruksi 

3. Perdagange II & 
reoarasi 

4. Hotel & restorun 
5. Transportasi, gudang 

& komunikasi 
Perumahan, kawasan 

6. industtri &. 
oerkantoran 

7. tasa Lainnvu 
1 

b. Berdasarkan Seklor Usaha PMDN. 

. 3. 



e. Berdasarknn ... 

JUMLAH NILAI PENYElv\PAN TENAGA 
!(£RIA KI:I'. PROYEK IN\TESTASI INDONl:SIA ASING 

. 

! 
' : 
; 

t 
I 
I 

! 

NO LO KASI 

I 

Jumlah 

d. Berdasarkan Lokasl Ptvy.:k PMA Dirinci Berdasarkan Lokasl Kabutaten/Kota. 

NAMA NOMOR&. DlDANG PENYERAPAN TENAGA 
NO PERUSAHAAN TANGGAL US AHA REALISASl KER TA 

PENDAFTARAN INVESTASI INDONESIA ASING 
/lZIN PRINSlP 

I 

. 

. 
. - - lumlah - 

c. Berdasarkan Na.ma Perusahaan PMDN. 

-4- 



f. Berdasarkan ... 

SEKTOR JUMLAH NILAl PENYERAPAN TENAGA 
NO PROYEK INVESl'ASI KERIA KET. 

INDONESIA ASING 
I. Sektor Primer 
1. Th naman pangan & 

oerkebunan 
2. Peternakan 
3. Kehutanan 
4. Perikanan 
s. Pertambanznn 
n. Selelnr Sckunder I I 
1. lndustri makan 
2. Ind ustri tekslil 
3. lndustri barang dari I kulil & alas kaki 
4. Industri kavu 
s. Industri kertas & 

oercetakan 
G. lndustri kimia & 

farmasi 
7. lndustri karet & 

plastik 
8. lndustri mineral 11011 

losam e, Industri Logam, me.sin 
&. elektronika 

10. lndustri instrumen 
kedokteran, preslsl, 
ontik dan jam 

11. lndustri kendaraan 
bermotor &. a lat 
tmnsportasi Jain 

12. lndustri lainnva m. Se1rtor Tersier 
1. l.istrik. zas dan air 
2. Konstruksi 
3. Perdagangan & 

reparasi 
4. llotcl & restoran 
s. Transportasi, gudang . 

&. komunikasi 
6. Perumahan, kawasan 

industtri & 
pcrkantoran 

7. I asa Lai nn v II 
Jumlah 

-- 

e. Berdasarbn Sektor Usalul PMA. 

- 5 - 



GITA WIRJAW1\N 

BAOAN KOORDINASI P£NANAMAN MODAi. 
ICEPAl..i\, 

ltd 

~- 

NO.&TGL 1'ENYERAPAN TENAGA NAMA PENDAf'TARAN BIDANG REAlJSASJ XERIA NO PERUSAHAAN IIZIN USAHA INVESTASI INDONESIA ASING PRINSJP /IZIN 
US AHA 

Jwnlah 

t. Berdasarkan Nama Pcrn.sahaan PMA. 

. 6. 



Iampiran ... 

Tembnsan: 
1. Direklur Jendenil Bea dan Cukai 
2. Oirektur Jenderal Pajak 

........................................... 

KEPALABKPM 

Alas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. 

Dengan hormat kami sampalkan laporan fusilitas bell masuk 

mesin/barang dan Iasilitas bell masuk balum periode januari s/djuni Tahun . 
atau Juli s/d Desember Tahun ....... berdasarkan Pemberitahuan Imper Barong 
(PIB). 

Kepada Yang Terhonnat 
Mentcri KeUllJl&llll 
Mclalui Kepala Ba.dan Kebijalcan Fiakal, Departemen Keuangan 
Di- 

Jakarta 

............................. 20 ... ., ../20 . 
Segcra 
I (satu) berkas 
Iaporan Pcmbebasan Bea Masuk aw 
fasilltns Penanaman Modal 

Nomor 
Sifat 
Lampi nm 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Bentuk. Laporan Pembebasan Bea Masuk alas fasilita., Penanaman Modal 

LAMPIRAN Vll 
PERATURAN KEPAL<\ BKl'M 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGCAI,: 23 DESEMIIE:R 2009 



GITA W~A\VAN 

ttd 

BADAN KOORDINASI PF.NANAMAN MODAL 
KEPAL.\, 

No No.clan No.clan 
Tanggal lzin Tanggal Nilai Nilai Nilai 

Prin.rlp Persetujuan Nama Fasilitas Reali sos! Rca1isasi 
Penanaman Fasllitas Bea Perwahaan (RplUS$) lmpor Pembeba.,an 

Modal masuk (US$) BeaMasuk 

Jumlah 

B. fasilitas Bea Masuk abu BaranglBahan 

No No.dan No.clan 
Tanggallzin Tanggal Nilai Nilai N"tlai 

Prin.sip Persetujuan Nama Realisasi Realisasi 
Penanaman f asilitas Bea Penualulan fasilita., lmpor Pcmbebssan 

Modal masuk (RplUS$) (US$) BeaMasuk 

. 

lumlah 

A. Fasilitns Bea Masuk atas Mesin 

Lampiran Surat No tnngga1 . 

Laporan Fa.ruita., Penanaman Modal Berdasarkan 
Pemberitahuan Impor Baran.g 

Periode 1 Januari SID 30 Jwu Atau Juli SID Desember Tahun . 

-2- 
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GrrA WJRJAWAN 

ttd 

BAOAN KOOROINASI PENANAMAN MODAL 
K£PALA, 

Na11u1 Jelas 
Tembusan: 
1. Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 
2. Kepala ROPPM utan Kepala POKPM. 

............. , 20 . 
Pimpinen/Penanggung jawab dan 

Cap Perusahaan 
tld 

Oengan ini mengajuksn permohonan pemcriksaan proyek atas pendaftaran penanaman 
modal/Izin prinsip pcnanaman ntodat/persetujuan penansman modal No ..... tanggal ... 
dau/atau izin usaha/izin usaha tetap No.... tanggal untuk keperluan 
.............................................................................. , scsuai Peraturan Kepala BKPM Nomor .... 
Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

.......................... Telp/fnx . 
'1. Lokasi Proyck 

Ynng bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama Perusahaan .. 
2. Nama Pimpinan/penanggung Iawab : . 
3. Alnmnt Kantor Perusahaan . 

Yth. 
Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM . 
JI.············································ 

Permohonan BAP 
Lampiran 
Hal 

. .... , ·························· 20 ... 
KOP PERUSAHAAN 
Nomor 20 . 
Sifat Segera 

Bentuk Pennohonan BAP 

l.Ai'vtPJl(,\N Vlll 
PERATIJRAN KEPALA RKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAJ. : 23 DESl:MBF.R 2009 



Memutuskan ... 

7. Ketcntuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal 
Nomor Tahun 2009 tenrang Pedoman Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal; 

Koordinasi Penanaman Modal 
tentang Pengendalian Pelaksanaan 

'1. Peraturan Kepala Badan 
Nomor Tahun 2009 
Penanaman Modal; 

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor Tahun 2009 tentang Pcdoman dan Tata Cora 
Permohonan Penanarnan Modal; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lentang Penanaman 
Modal; 

2. Peraturan Presidcn RI Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan 
Koordinasi Pena naman Moda I; 

3. Peraruran Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayannn 
Terpadu Satu Pintu dibidang Penana man Modal; 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pengcndalian pelaksanaan kegiatan 
penanaman modal perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang 
terkait dengan kegiatan penanaman modal. 

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. 

Menimbang 

KEPUTUSAN 
NOMOR .... TAHUN .... 

TENTANG 

PF.MBENI'UKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN l'ENANAMAN MODAL 
TAHUN ANGGARAN 20 ..... 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Bcntulc Surat Keputusan Tcntang 
Pernbentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Pcnanaman Modal 

I..AMPIRAN IX 
PERATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL: 23 DESEHBER 2009 



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

ltd 

GITA WIRJAWAN 

Tc;mbusan: 
1. Discsuaikan dengon instansi terkail pengcndalian pelaksanaan pcnanaman modal 
z. Anggota 'J1M 

.................................................... ttd 

KEPALA BKI'M ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

: 20 . 
Ditetapkan di 
pada tanggal 

. _.,,, 
Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam kcputusan ini, 
akan diadakan pcrbaikan sebagaimana mestinya . 

Kee11a111 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal s.d . Kclima 

Diaya Tim ini dibebankan kcpada APDN atau APBD masing-masing 
instansi. 

Kcempat 

3. Memberikan rekomendasi alas hasil perneriksaan lapangan. 

2. Mengadakan koordinasi untuk mcndapatkan masukan realisasl 
pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh pcnanam 
modal. 

1. Melakukan perneriksaan alas pclaksanaan kegiatan penanaman 
modal. 

Tugas Anggota Tim adalah: Ketiga 

I. 
2. 
3. 
4. 
dst. 

A11ggota 

................... Sckretaris 

Ketua 

Kedua 

Pembcnrukan Tim Pcngendalian Pelaksanaan Penanamnn Modnl. 

Susunan Tim terdiri dari : 
Pengarah . 

Pertarna 

................................................... Mcnetnpkan 

MEM UTU S KAN: 

-2- 



GITA WIKJAWAN 

ttd 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPAI.A, 

Nania: 
Jabatan: 

Nama: 
Jabatan: 

Penerima xuasa Pemberi Kuasa 

I Meterni I 

Untuk tuju.an rcrsebut di alas Penerima Kuasa diberi wewcnang untuk menghadap Pejabat BKP1\II di 
unit Oeputi Bidang Peugeudalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk mcmberikan semua 
keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran 
Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/Pcrsetujuan Pcnanaman Modal yang diterbitkan 
oleh BKl'M. 
Pemberi xuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungrutya sebagai 
penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenskan atau membcbankan binya dalam 
bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanarn modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh 
kareuanya BKJ'M tidnk akan bertanggung jawab dan tidak dapat diturrtut pertsnggungjawabannya 
atas segata biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa 
dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Pcncrima xuasa berdasarkan suml kuasa ini. 

Segala kuasa clan kewcnangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Pcnerima Kuasa dalam 
Surat Kuasa ini berlaku sampai dcngan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pernberi Kuasa. 

Sumi Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, .Ctgl/bln/thn). 

·- 

Bertindak untuk dan atns nama Pembcri Kuasa unruk melakukan pengurusan 

------• Warga Negara , pemegang Karlu Tanda Penduduk (KTI') I Paspor No. 
_____ , bertempat tinggal di----- 

(selaujutnya disebut scbagai upenerima Kuasa") 

(selanjutnya disebut sebagai "Pcmberi Kuasa"); 

dcngan ini mcmberikau kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substltusi 
kepada : 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

------• Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTI'J I Paspor No. 
_____ , bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan 
alas nama ,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdassrkan clan tunduk pada ltukum 
negara berkedudukan di dan beralamat di _ 

SURATKUASA 
NOMOK: .. 

Bentuk Surat KWISII Permohonan Pembatalan Peuclaflaran Penanaman Modal/ 
Izin l'rinsip Penanaman Modal/Penctujnan Penanaman Modal 

L.AMPIAAN X 
PF.RATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 'fAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OESEMBER 2009 



') Corel ... 

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran renanaman Modal/ lzin 
Prinsip Penannman Modal/ Persetujuan Pen1111a111an Modal atau lzin Kantor Perwakilau 
Perusahaan Asing, dcngan alasan Scbagai bahnn pertimbnngan 
terlampir disampaikan: 
l. Hasil Rapat Umum Pemcgang Saham ynng menyatakan pembatalan izm 

usaha/persctujuan dan menunjuk penandatangan pengurusan pcmbatalan; 
2. Surat pernyataan dari kantor pusat clinegara asal (khusus persyamlan bagi pembatalan 

lzin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing). 

6. Pendaftaran Penanaman Modal: Nomor :Tangg:1l .. 
/Izin Prinstp Pcnanaman Modal/ 
Persetujuan Penanaman Modal 
a\au Izin Kantor l'erwakilan 
Perusahaan Asing yang 
cliajukan pembatnlannya 

: JI. . 
Kab/Kota Kodc Pos . 
Telp fax . 
e-mail . 

: JI. .. 
Kab/kota Provinsi .. 
Telp Fax . 

5. Lokasi Proyek 

........................................................... 3. Nama Pcrusahuan 
4. Alamat Kantor Perusahnan 

: Direksi a tau Vang Dikuasakan"] 
........................................................... 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama 
2. jabatan 

................................................ 

Yth. 
Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM . 
JI . 

.. .. , 20 .. .................. 20 .. 
Se gem 
1 (satu) berkas 
Pcrmohonan pembatalan Pendaftaran Pcnanaman Modal/ 
Izin Prinsip Pcnanaman Modal/ Pcrsetujuan Penanaman Modal 
atau lzin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing ') 

1'/omor 
Sihnl 
Iampiran 
Perihal 

KOP PERUSAHAAN 

LMIP!RAN XI 
PERATURAN KEPALA BKl'M 
NOMOR : 13 TAIIUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009 

Bentuk Permoho~ Pcmbatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izln Prinsip Penanaman 
Modal/ Persetujuan Penanaman Modal a\au Izi.tt Kantor Perwakilan Perusahaan Ailing 



GITA WJRJAWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PtNANAMAN MODAi. 
KEPALA, 

Tembu!>8n: (disesuaikan dengan tujuan surat) 
I. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
2. Kcpala PDPPM atau PDKPM 

Nama jelas 

Tandatangan dan Cap Perusahaan 

Meterai G.000 

. , 20 . 
Demikian pennohonan ini kami sampaikan. 

•) Corel salah satu 

. 2. 



GffA \VTRJAWAN 

ltd 

DADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

Tembusnn: 
Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman 
Modal/lzin l'rinsip Penam11111m Moclal/Persctujuan Penanaman Modal 

............................................. 

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM 

Dcrnikian agar Saudara maklum. 

Sehubungan dengan sural Saudara No .tanggal , perihal 
sebagaimana tersebut pada pokok surat, clan memperhatikan PendaOaran Penanaman 
Modat/Jzin Prinsip Penanaman Modsl/Persetujuan Pena11111na11 Modal No. .. . 
lllnggal jo, No atas n:una PT. .. di bidang 
usaha dengan lokasi proyek di kabupaten/Kota , Provinsi 
..................... , dcngan alasan , dcngan ini diberitahukan bahwa 
sesuai Pcraturon Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pcngendalian Pelaksannan Penanaman Modal., maka Pcndaftaran Penanaman 
Modal/Jzin Prinsip Penanaman Modal/Pcrsetujuan Pcnanaman Modal dimaksud dinyatalcan 
batal dan tidak berlaku lagi. 

............................................. 

Vilt. 
Direksi PI' .. 
JI .. 

Pembatalan Pendaftaran Penanaman Moclal/ 
lzin Prinsip Penanaman Modal/ 
Persetujuan Penanaman Modal 

.. , 20 . /D/ /20 .. 
Segera 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

~n~ ~urat Pembatalan Pendallaran Penanaman Mada.I/ 
Izin Prinsip Perumaman Moclal/Persctujuan Penanaman Modal 

LAMPlRAN xn A 
PERATURA.'I KEPAI.A BKPM 
NOMOR : 13 TAJlUN 2009 
TANGGAL : 23 DESrMUER 2009 



GITA \VIRJA\VAN 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

ttd 

Tembusan: 
Tembusan disesuaiknn dengan tcmbusan yang tercantum pada lzin Kantor Perwakilan 
Pcrusahaan A.sing 

KEPAU BKPM atau Kepala PDPPM 

Demikian, agar Saudara maklum. 

Yang berhubungan dengan Kantor Perwakllan Perusahaan Asing tersebut, kami nyatakan 
dicabut dan tidak berlaku lagl. 

Dcngan pembatalan ini, maka fasilitas/kemudahan berupa : 
1. lzin Tenaga Kc1j11 Asing; 
2. Multiple Exit Re Entry Permit; 
3. Pembebasan Surat Keterangan l'iskal Luar Nege!"i (SKR.N); 

Sehubungan dcngan surat permohonan Saudam Nomor tangga! 
............................. perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan mempcrhatikan 
Pcraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009, dengan ini 
diberitahukan bahwa kami dnpat menyctujui permohonnn pcmbatalan lzin Kegiatan Kantor 
Perwakilan Pcrusahaan Asing Nomor lllnggol Dengan demikion Izin 
Kcgiatan Kantor Perwakilan Pcrusahaan Asing Nomor tanggal alas nama 
........................................................ di bidang usaha di 
Kola Provinsi , dinyatalcan tidak berlaku lagi. 

Yth. 
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 
JI.······································ 

Pembatalan Surat lzin Kegiatan 
Kantor Perwnkilnn Perusahaan Asing 

...... , ····················· 20 ... /B/ ../20 . Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOP SURAT BKl'M ATAU PDPPM 

l.AiW'IRAN Xll B · 
PERATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OESEMBER 2009 

Bentuk: Surat Pembatalan Surat Izin Kegiatan 
Kantor PeIWllkilan Permahaan A.sing 

-2· 



GffA \VIRJA\VAN 

ltd 

DADAN KOORDINASI PENANA,\v\N MODAL 
KEPALA, 

Nama: 
Jabaian: 

Nania: 
jabatan: 

Penerima KuaSII Pemberi Kuasa 

I Mcterai I 

Untuk tujuan tersebut di atas Pcnerlma Kunsa dibcri wewenang untuk menghadap Pcjabat BKPM di 
unit Ocpuli Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penansman Modal untuk memberikan semua 
keterangan yang diperlukan, untuk menandatangsni permohonan pencnbutan l'cndaflaran 
Penanaman Modal/tzin Prinsip Pcnnnaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin 
Usahll/lzin Usaha Tetnp yang diterbitkan olch BKPM. 

Pemberi Kuasa dan Penerimn Kuasa mengeni bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai 
penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mcngenakan atau membebankan biaya dalam 
bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya, Oleh 
karenanya BKPM ticlak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya 
atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungltin timbul sebagai aldbat dari pemberian kuasa 
dan kcwenangan olch Pemberi KWlSII kepada Pencrima xuasa berdasarknn surat kuasa ini. 

Segala kuasa clan kewenangan yang diberikan olch Pemberi Kurua kepada Pcnerima Kuasa dalam 
Surat Kuasa ini berlaku sampai dengnn dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pernberi Kuasa. 

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak 1>4da hari ini, ,<tgl/bln/Um}. 

------------- KHUSUS ------------- 
Bcrtindak untuk dan alas nama Pembcri Kuasa untuk melakukan pcngurusan 

(selanj11b1ya disebut sebagai "Pernberi Kuasa"); 

clc118111t ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hale substitu.si 
kepada : 
______ , Warga Negara , pemegang Kartu Tonda rcnduduk (11."fP) I Paspor No. 
-----• bertempat tinggal di----- 
(selanjulnya disebut sebagai "Penerima Ku11SB") 

Yang bertandJl tangan di bawah ini : 

______ , ~Vnrga Negara . pemcga11:8 Kartu Tanda l'enduduk (11."fP) I Paspor No. 
_____ , bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan knrenanya untuk dan 
alas nama __ ..,.pc1-seorangan/pcrusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum 
negarn , berkedudukan di , dan beralamat di---- 

lAMPIRAN XIII 
PERATIJRAN KEPA!J\ BKPM 
NOMOR : 13 TAIIUN 2009 
TANGGAL : 23 OF.St:MBER 2009 

. Be11h1~ Surat K= Permohonsn Pencabutan Pcndaftaran Penanaman Modal/ 
lzm Prinsip Penanaman Modal/Pcrsetujuan Pcruuuunan Modal dan/atau 17.in Usa.ha/ 

lzin Usaha Tctap 

SURAT KlJASA 
NOMOR: ..........................• 



3. Rckamnn ... 

1. Hasil Rapa! Umum Pemegang Salum yan,g menyatakan pencabutan Izin l'rinsip/ 
Persctujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/lzin Usahn Tctap serta menyarakan 
penandatnngan yang dihmjuk untuk mengurus pencabutan; 

2. Rekaman aktc pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Mcnteri 
Hukum dan HAM; 

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ tzin 
l'rinsip Penanaman Modal/ Pcrsctujuan Penanaman Modal dnn/atau lzin Usahn/Jzin Usahu 
Tctap, dengnn alasan............................................................. Scbagai bahan pertimbangan 
terlampir disampaikan : 

5. Lokasi Proyek 

: JI .. 
Kab/Kola Kodc Pos . 
Tclp fax . 
e-mail . 

: JI. .. 
Kab/kora Provinsi . 
Tclp Fax . 

6. Nomor Pendaftaran Penanaman 
Modal/Persctujuan Penanaman 
Modal/Wu l'rinsip Pcnanaman 
Modal dan/atau Izin Usaha/lzin 
Usaha Tctap yang diajukan 
Pencabu ta 11 

3. Nama Perusahaan 
4. Alamat Kantor Perusahaan 

Direksi/ Likuida tor I Kuasa •) 
') Pilih salah satu 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Vang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nn1T111 
2. Jabatan 

YU1. 
Kepala BKPM a tau PDPPM a tau PDKPM . 
JI . 

Permohonan Pcncabutan Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau lzin Usaha/ 
Jzin U:suhu Tetap 

. .. , ···················· 20 .. ............. ./20 .. 
Segera 

Nomor 
Sifnl 
Larnpiran 
Perihnl 

KOP PERUSAHAAN 

Bentulc Permohorum Pencabufan Pendaftaran Penaruunan Modal/ 
Izin Prlnsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau 

Izin Usaha/lzin Usaha Tefap 

I.AiW'IRAN XIV 
PERATURAN KJ-:PAL<\ BK.PM 
NOMOR 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEHBER 2009 



GITA \VJRJA\VAN 

ttd 

BAOAN KOOROINASI PENANAMAN MODAL 
KEPAI.A, 

Tembusan: 
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; a tau 
2. Kcpala PDPPM atau Kcpala PDKPM . 

Nnma Jclas 

Tandatangan dan Cap Perusahaan 

Meterai 6.000 

Demikian permohonnn ini kami sampaikan, 

3. Rckamnn Nomor Pokok Wajib Pajak; 
4. LKPM periode Tcrakhir; 
5. Surat kuasa bagi penandatangan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan, 

-2- 



. Men,&ingnt ... 

································································································· ' 
d. bahwa berdasarkan lx:rita acara pcmerik.saan proyek (RAP) . 

tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM') ynng 
merekomcndasikan untuk dilakukan pencabutan alas 
Pendaftaran Penanaman Modnl/lzin Prinsip Penanaman Modal 
/Persctujuan Penanaman Modal No tanggal clan/ atau lzin 
Usaha/Izin Usnhn Tclap Nomor tanggal ; 

c, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pcrlu 
dikcluarkan Surat Keputusan Pencabutan l'endaftaran 
Penanaman Modal/lzin Prinslp Penanaman Modal /Persetujuan 
Penanaman Modal No laiJ&%nl clan/ atau lzin Usaha/lzin 
Usahn Tetap Nomor tanggal atas nama Pf . 

a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip 
Pcnanaman Modal /Perselujuan Penanarnan Modnl No. . . 
tanggal dan/atau lzin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor . 
tanggal kepada PT. tel ah 
diselujui untuk berusaha di bldang 
..................................... : .... :······· .. ········, dengan lokasi di Kab/Kota 
........................... , Provinsi ; 

b. bahwa bcrdasarkan surat permohonan PT . 
No tanggal clan kelengkapan data 
tanggal mengcnai permohonan pencabutan 
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin l'rinsip Penanaman Modal 
/Persetujuan Penanaruan Modal No tanggal clan/ atau lzin 
Usaha/Izin Usaha Tctap Nomor tan&,&al alas nama 
Pr , dengan alasan ; 

c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pcmcgang Saham 
Pf. yang dinyatakan dcngan Akta Notaris 
................................. , No. tanggal di 
................. , para pcmegang saham mcnyetujui untuk 

Menimbang 
NPWP: ,u , . 

NKP : ..._.. . 

NOMOR: 
KEPUfUSAN 

/C/KODE BULAN/ /PMDN a tau PMA/20 .... 

TENI'ANG 
PENCABurAN PENDAITARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 

. /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ ATAU 
lZlN USAHA I IZIN USAIIA TETAP 

ATAS NAMA PI' . 

KOP SURAT BICPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

I.J\MPIRAl"I XV 
PF.RATURAN KEPALA OKPi\11 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009 

Bentuk Keputusan Kepala BJCPM a tau PDPPM atau POJCPM tentang Pencabutan Pendaflaran 
Penanaman ModaL/Izin Prinsip Penanamsn Modal /Pcrsetujwm Penanaman Modal 

Dan/atau Izin ussha I Izin Usaha Tctap 



Ketiga ... 

Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modnl/ltin Prinsip Penanaman 
Modal /Persetujuan Penanaman Modal No tanggal clan/ atau 
Izin Usaha/lz.in Usaha Tetap Nomor tanggal . 
sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Kcputusan ini akan 
ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaau 
penanaman modal yang dikeluerkan oleh Pernerintah/Instansi ynng 
bersangkutan. 

Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman 
Modal/Perserujuan Penanaman Modal dim atau/ lzin Usaha/ lzin 
Usalm Tctap Nomor tanggal 20 . 
alas uarna PT. .. .. .. di bidang usaha 
.. .. .. . ..... ... .. ...... .... .. . .. .. dengan lokasi di Kabupatcn/Kota 
.................................. , Provinsi . 

KEPUfUSAN KEPALA BAOAN KOOROINASJ PENANAMAN MODAL 
atau PERANGKAT DAERAH PROVINS! DIDANG PENANAMAN 
MODAL alau PERANGKAT DAEIWI KAJ3UPATI:N/KOTA BIOANG 
PENANAM.AN MODAL 'fENTANG PENCABU'l'AN PENDAITARAN 
P£NANA.'v\AN MODALIIZIN PRINSIP PENANAJ\'1.AN MODAL/ 
PERSLTUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ ATAU !ZIN 
USAIIA/JZIN USAHA rn·AP ATAS NAM.A Pr. .. . 

MEMUfUSKAN 

2. Surat Keputusan Menlcri Kcuangan No. 298/KMK.O 111997 
tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/ 1999 tanggal 3 
Agustus 1999 tcntang Ketentuan Pemindahtanganan Barang 
Modal bagi Perusahaan Pl'v1A/P,\,\DN clan Perusahaan Non 
PMA/PMDN. 

1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.04/HJ88 tanggal 11 
Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian fasilitas fiskal Bagi 
Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya; 

6. Peraturnn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
No ... ./P/2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal. 

4. Peratursn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
No ... ./P/2009 lcntang Pcdo11111n Pcnyelcnggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

5. Peralumn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
No .... /P/2009 tentang Pedoman dan Tata Cam Permohonan 
Penanaman Modal; 

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tenrang Pena111111u1n Modal; 

2. Peraturan Preside» Presiden No 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan 'ferpadu Satu Pintu di Bidang Pennnaman Modal; 

3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

-2- 

Kcdua 

Pertama 

Menctapkan 

Memperhatikan 

Mengingat 



GITA WIRJAWAN 

lid 

BADAN KOORDINASI PF.NANAMAN MODAL 
KEPALA, 

Tembusan: 
Tembusan disesuaikan dengan ternbusan yang tercanrum pacla Pendaftaran penanaman 
Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau lzin 
Usaha/Jzin Usaha Tetnp. 

... 0.0000U000U00000000H000000000H00 .. 000 

Ditelllpkan di . 
pada tanggal . 

KEPALA DADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ 
PERANGKAT DAERAH PROVINS! BID.ANG PENANAMAN MODAL/ 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BID.ANG PENANAMAN MODAL 

Kcputusan ini bcrlaku sejak tanggal ditctapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kepurusan ini, akan 
diadakan perbaikan scbagalmana mestinya. 

Keli ma 

Keempat : Kepada PT diwajibkan menyclesaikan 
masalah yang berkaitan dengan ketcnagakerjaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, "") 

'~) Apabila ridak ada pemutusan hubungan kcrja maka keputusan ini tidak berlaku, 

Keliga Kepada l'l' · diwajibkan mcnyelesaikan 
masalah fa.silitns yang terhutang atas pengimporan mcsin/peralatan 
dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku ." ) 

"') Apabila perusahaan telah menikmali fasilitas. 

-3- 



GITA WUUA\VA.'J 

BAOAN KOORDJNASI PENANA.'v\AN MODAi. 
KEPALA, 

ltd 

Tembus;m: 
1. Kepala Badan Koordinasi Pennnaman Modal; 
2. Kepala PDPPM atau Kcpala PDKPJ'vt 

............................................... 

JCEPAIA BKPM atau PDPPM alau PDKPM 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, karni ucapkan terima kasih. 

Bcrkcnaan dengan hal tcrsebut diatns kami memberikan peringatan pertarna dan 
kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepadn BKPM atau PDPPM atau PDKPM•) 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggaJ surat ini. Apabila setelah 
jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua. 

') Corel salah satu. 

Sehubungan dengan Pendaftaran Pcnanaman Mcdal/Izin Prinsip Penanaman Modal 
/Persetujuan Pcnanaman Modal Nomor tangga! dan/atau lz.in 
Usaha/Izin Usaha Tctap") Nomor tanggal ......•............... etas nama rr . 
dibidang usaha dengan loka.si di Knb/Kota Provinsi.. , 
dengan ini dibcritahukan bahwa pcrusahaan Saudara menurut pcmantauan dan evaluasi 
karni belum mcmenuhi kewnjiban ................................................................•............................. 
sesuai kctcntuan . 

Yth. 
Direksl PI' . 
JL. ·································· 

·- 

: Peringatnn Tcrtulis Pertama 

..... , 20 . : / ./ ../20 . 
: Segera 

Nemer 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Be11h1k Surat Peringatan Tertulis Pertarna 

I.Ai\,tPIKAN XVI A 
P£RATURAN KEPA!A BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANCCAL : 23 Df..SF.MBER 2009 



crra WllijAWAN 

ttd 

DADAN KOORDINASI PF.NANAMAN MODAL 
KEPAI..A, 

Tembusan: 
1. Kepala Badan Koordinasi Pennnaman Modal; 
2. Kepala POPPM atau Kcpala POKPM. 

.............................................. 

KEPALA BKPM atau POPPM atau PDKPM 

Alas pcrhatian clan kerjasama Saudnra, kami ucapkan terima knsih. 

•) Caret salah satu, 

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor ....... tanggal ......... 
dan tcmyata sampai dengan jangka waklu yang lclah ditcntukan kami bclum mcncrima 
tanggapan dari Saudara, dcngan ini kami berikan pcringatan kcdua dan kami harapknn 
tanggapan tertulis Saudara agar disarnpaikan kepada DKPM atau POPPM atau POKPM') 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kctja tcrhihrn& sejak tanggal surat ini. 

Yth. 
Dircksi Pl' . 
JI, . 

: Peringatan Tertulis Kedun 

....... , 20 . : / .1 ./20 .. 
: Segera 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU POPPM ATAU POJCPM 

Bcntuk Surat Peringlttan Tertuli, Kedua 

LAMPIRAN XVI D 
PcRATURAN KEPAI.A BKPM 
~OMOR : 13 TAIIUN 2009 
TANGGAI.. : 23 OESF.MBER 2009 



GITA WIIQAWAN 

lid 

DADAN KOORDINASI PE.NANAMAN MODAL 
K£PAI.A, 

Tembusan: 
1. Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 
2. Kepala POPPM atau Kcpala PDKPM. 

KEPALA BKPM a tau PDPPM atau PDKPM 

Apabila perusahaan tidak mcnyampaikan tanggapim/penjclasan akan ditindaklanjuti 
dcngan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegratan usaha. 

Alas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ueapknn terima kasih, 

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kcdua Nomor tanggal dan 
ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah d.itcntukan karni belwn menerima 
tanggapan dari Saudaro, dcngan ini kami berikan peringatan kctiga (terakhir) dan kami 
harapkan tnnggapan tcrtulis Saudara agar disampaikan kepada DKPM atau POPPM atau 
POKPM') paling lambat 30 (liga puluh) hari kerja tcrhitung sejak tanggal sural ini, 

') Coret salah satu, 

Yth. 
Direksi PT. ···-····""" 
JL. ·································· 

: Peringatan Tertulis Ketiga 

......... , ···························· 20 ... : l ./ .120 . 
: Segera 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Perihnl 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Bentuk Surat Peringatan Tertulls Ketiga 

LA.\1PIRAN XVI C 
PERATUAAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 TA HUN 200!) 
TANGGAL : 23 DtSEMBER 2009 



GITA WIRJAWAN 

BADru~ KOORDINASI 1'1-:NANAMAN MODAL 
KEPALA, 

ttd 

Tembusan yU1: 
1. Menteri Teknis ..... 
2. Kepala IIKPM atau Kcpala PDPPM a tau POKPM (rnenycsuaikan); 
3. Direktur jendcral Pajak; 
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
5. lnstansl Tcknis yang bersangkutan. 

.............................................. 

KEPALA BKl'M a tau PDPPM alau PDKPM 
') coret salah satu 

Demikian agar Saudara maklum, 

Sepanjang perusahaan belum rnemenuhi kewajlban tersebur, pcrusahaan dilarang 
untuk mclakukan kcgiaran sesuai Pendaflaran Penanaman Modal/Izin Priruip Penanaman 
Modal/Pcrsetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/lzin Usaha Tetap*) diatas, 

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak 
menyampaikan tanggapan/pcnjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi 
berupa Pembekuan Kegialan Usal,.a clan a tau Fasilita., Penanaman Modal 

Menindak lanjuli tahapan peugcnaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal clan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal No. ... Tahun 2009 tctans Pedoman dan Tatacara Pcngendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal, serta mempcrhatikan Pcngingatan Tertulis Keliga scsuai 
surat Nomor tanggal alas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Priruip 
Penanaman Modal/Pcrsetujuan Penan.aman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap") 
No ranggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi 
di Kab/Kota Provinsi.. , yang menurut evaluasi kami perusahaan 
Saudara tidak memcnuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif 
Surat Pcri.nga!an Ket:iga, maka perusahaan Saudara dikcnakan sanksi lanjutan Pembatasan 
Keziatan Usaha. 

............................................. 

Yth. 
Direlcsl Pl' . 
JI. . 

Pembatasan kegiatan usaha 

....... , 20 . /B/ /20 . 
Segcra 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

LA,\.IPIRAN XVII 
PERA'IURAN K£PALA DKPM 
NOMOR ; 13 TAIIUN 2009 
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009 

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha 

KOP SURAT BKl'M ATAU PDPPMATAU PDKPM 



GITA WIRJAWA!~ 

ltd 

BAOAN KOORDINASI P£NANAMAN MODAi, 
KEPAI.A, 

Tcmbusan: 
I. Kcpala Badan Koordi:nasi Penanaman Modal; 
2. Kepala PDPPM atau PDKPM ...... 

Nania jelas 

Meterai 6.000 
Tandatangan Dircktur/Dikuasakan 

Cap Perusahaan 

.. , 20 ... 

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan alas pengcnaan 
sanksi dimaksud. 
Demikian permohonan ini kami sampaikan. 

dengan ini dapat kami sampaikan l>ahwa perusahaan telah memcnuhi kewajiban clan 
perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha sesuai surat 
I<epala BKPM atau PDPPM atau PDKPM Nomor tanggal , clan k.ami mohon dapat 
dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut, 

: Nomor tanggal . 

.......................... Telp/Fax 
4. Lokasi Proyck 
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ 

lzin Prinsip Penanaman Modal/ 
Persetujuan Pcnannman Modal dan/ 
Atau Izin Usaha/lz.i.n Usaha Tetap 

............................................................ 

........................................................... 
........................................................... I. Nama Pemohon 

2. Perusahaan 
3. Alamat K1111tor 

Yang bertancla tangan di bawah ini : 

................................................. 

vu, 
Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM . 
JI. . 

.. , 20 .. 

KOP PERUSAHAAN 
Nomor : /20 .. 
Lampiran : I (satu) berkas 
Perihal : Pennohonan Pcncabutau Sanksi 

Pembatasan Kegiatan Usaha 

LAMPffiAN XVIU 
P£Ri\TURAN K!PALA BKPM 
NOMOR : 13TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 0£SE.Wl£R 2009 

Bentuk Surat Pennohonan Pcncabutan Sanlcsi Pembatiuan Kegiatan U$M4 



GITA WIRJAWAN 

ltd 

DADAN KOORDINASJ PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

Tembusan : 
Disesunika» dengan uraian tembusan pada Surat Pe1igenaan Sanksi, 

........ 0,,, . 

KEPALA BKPM atau POPPM atau PDKPM 

Demikian agar Saudara maklum. 

') coret yang tidak perlu 

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana 
terscbut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemcnuhan kewajiban clan 
upaya pcrbaikan yang dilalmkan alas Sanksi Administratif Pernbatasan Kegiatan Usaha 
sesuai surat Nomor tangga] , maka pengenaan sanksi pcmbatasan 
kegiatan usaha atas pclaksanaan Pendaltaran Penanaman Modal/lzin Prirulp Penanaman 
Moda.1//Persetujuan Pcnaruunan Modal dan/ atau lZin U.51lha/Izin Usaha Tctap ") No . 
................... tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di 
Kab/Kota Provinsi , d.inyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk 
melanjutkan kegiatan usahanya. 

••••••••0000 .. 000Uoo000 .. 00 .... 00000·H000000 

Ylh. 
Direksl PT . 
JI .. 

Pembatalan Sank.si Administratif 
Pembatasan Kegiatan Usah11 

.. , 20 .. / /20 . 
Se gem 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU POPPM ATAU POXPM 

Bentuk Surat Pembatnlan Sanksi Admini.stratif Pembatasan Kegiatan Usaha 

L\.\llPlRAN X1X 
PF.RATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OESEMllER 2009 



GITA WI~AWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
Kf.PALA, 

Temb1uan : 
• Disesuaikan dengnn tcmbusan pada PendaOaran Penanaman Modal/lzin l'linsip 

Penanaman Modal/Persctujuan Pennnaman Modal dan/atau Izin Usahn/lzin Usaha 
Tc tap 

KEPALABKPMAUUIDWMAUUPO~M 

Dcmikian agar Saudara maklum. 

Apabiln dalam jangka waktu I (satu) bulan scjak tanggal surat ini perusahaan lidak 
menyampaikan perrnohonan pencabutan Pembekuan Keglatan U.saha dan atau Fasilita.s 
Penanaman Modal, maka akan clitindak lanjuti dcngan pengenaan sanksi berupa 
Pencabutnn Kegiatan Usaha dan atau Fasllitas Pcnanaman Modal. 

Sepanjang perusahaan belum mernenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang 
untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftarnn Penanaman Modal/Izin Prlnsip 
Penaruunan Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin U.saha/Izin U.saha Tetap 
diatas. 

Mcnindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi scsuai kelentuan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal No. ... Tahun 2009, serta mempcrhatikan sanksi administrasi 
Pembatasan Kegiatan U.saha dan/atau Fa.,ilita.s Penanaman Modal sesuai surat Nomor . 
tanggal alas pelaksanaan atau Pendaftamn Pcnanaman Modal/Izin Prlnsip 
Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izln U.saha/Izin Usaha Tetap 
No tanggal yang clisctujui dibidang usaha berlokasi 
di Kab/Kola Provinsi., , yang menurut evaluasi kami perusahaan 
Saudara tidak memcnuhi kcwajiban clan tidak memberi tanggapan alas sanksi terscbut, 
maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutnn Pembekuan Kegiatan U58lul dan/atau 
Fasilita.s Pcnanaman Modal 

Yth. 
Direlcsi PI' . 
JI. . 

S.111ksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha 
dan/atau Fnsilitas Penanaman Modal 

....... , 20 . /B/ /20 . 
Segcra 

Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Perilla) 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

LAMPIRJ\N XX A 
PERATURAN KEPALA BKl'M 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OF.SEMllER 2009 

Bentuk Surot Pemberltahuan Sanksi Adm.inistratif Pembekuan Kegi.atan Usaha 
dan/atau Fa.rultas Penanaman Modal 



GITA \Vl~AWAN 

ttd 

BADAN KOORDINASI PENANAM,\N MODAL 
KEPALA, 

Tcmbus;m: 
Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Pcnanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman 
Modal atau Jzin Usaha/Izin Usaha Tetap. 

KEP.ALA PDPPM ATAU PDKPM 
•) coret yang tidak perlu 

Alas perharian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, 

Sehubungan dengan pcngenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No . 
.............. tanggal (copy surat terlampir) kepada PT alas Pendaftaran 
Pe!WWIIJl!l Modal/Iz:in Priluip PelWWtllll\ Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau 
lzin Usaha/lzln Usaha Tetap*) No tanggal yong disetujui dibidang 
usaha berlokasi di Kab/Kot.a Provinsi. , mengingat 
perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/atau fasilitas 
impor bahan baku, dcngan pengenaan sanksi pembekuan kcgiatan usaha kepada 
perusahaan tersebut perlu ditindak lanjuti BKPM dengan membekulam FasWta., Penanaznan 
Modal ynng bersangkutan. 

Yth. 
Kcpala Badan Koordi.na.si Penanaman Modal 
up. Deputi Didang Pcngendalion Pclaksanaan Pcnanaman Modal, 
JI. Jendeml Ga tot Subrolo Kav. 44 
Jakarta 12190 

. , 20 . ................ ../20 ...... 
Segera 
I (satu) berkas 

Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatau Usaha a.n PT 

Nornor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Bentuk Surot Pemberitahuan Sanlcsi Administratif Pernbekuan Kegiatan Usaha a.n PT 

LJ\MPIRAN XX B 
PF.RATURAN KEPALA BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DI:SEMBER 2009 



crrx WIRJAWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANru'v1AN MODAL 
KIPAl,A, 

Tcmbusan: 
t. Kepala Dadan Koordinasi Pcnanamnn Modal; 
2. Kepala POPPM a tau Kepala PDKPM ...... 

Nama Jelas Direktur/Kuasa 

Mcterai 6.000 
Tanda Tangan clan cap Perusahaan 

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan 
sanksi dimaksud, 

Dcmikian permohonan ini karni sampaikan. 

dengan ini dapat kami sarupaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan 
atas pengenaan sanksi odministrolif Pembekuan kegiatan usaha clnn/atau fasilitas 
penanaman modal sesuai surat Kepala BKPM atnu Kepala PDPPM atnu Kepela PDKPM 
Nomor tanggal , dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan Rias sanksi 
tersebut, 

.......................... Telp/fax 
4. Lokasi Proyek . 
5. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin: Nomor .tanggal . 

Prinsip Penanarnan Modal/ 
Persetujuan Peuanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap 

l. Nama Pcmohon 
2. Pcrusahnan 
3. Alamat Kantor Perusahnan 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Yth. 
Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM 
JI. . 

Nomor : 20 .. . , 20 . 
Sifnt : Scgera 
Lamplran : 1 (satu) berkns 
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha 

dan/atau Fasilitas Penanaman Modal 

KOP PERUSAHAAN 

LMvU'IRAN XXI 
PJ:R,\TURAN Kf,PALA BKPM 
NOMOR : 13 TA HUN 2009 
TA!''IGGAL : 23 DESEMBER 2009 

Bcntuk Surat Permohonan Pcmbatalan Sanksi Pembcku.an Kegilltan Usaha 
dan/atau Fuilitas PenanamanModal 



GITA WIRJAWAN 

ltd 

l:IADAN KOORDINASI PJ:NANAl\1AN MODAL 
KEPALA, 

Tembusan: 
- Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi. 

KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM 

Dernikian agar Saudnra maklum. 

Sehubungan surat Saudara Nomor ranggal , perihal 
scbagaimana tcrsebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalnm 
pemenuhan kewajiban dan upnyn perbalkan yang dllakukan pcrusahaan alas 
Sanksi Administratif Pcmbckuan Kegiatan Usaha dnn/atau Fasilitns Penanarnan 
Modal No. tanggal serta memperhnliknn Barita Acara 
Pemeriksaan Proyek Nomor langgal , maka pengc11H1rn 
sanksi administratif tersebut alas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman 
Modnl/Izin Prinsip/Persetujuan Penanamnn Modal dan/ntau lzin Usahn/lzin 
Usnhn Telap Nomor tanggal dinyatakan balal. 

Yth. 
DireksiPr .. 
JI. . 

Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegintan Usaha dsn/atau 
Fasilitas Pennnnmnn Modal 

. , 20 . / ./20 . 
Segera 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM, PDPPM, ATAU PDKPM 

Bentu.k: Surat Pembatalan San.ksi Administratif Pembekuan Keglatan Usaha 
dan/atau Fasilibu Penanaman Modal 

L.MvlPlRAN XXII 
PF.RATURAN KEPAL.A llKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OESEMDER 2009 



GITA WTRJAWAN 

ttd 

BAOAN KOORDINASI PENANA.i'vtAN MODAL 
KIPAl.>\, 

Tcmbusan: 
I. Kepala Badan Koorclinasi Penanaman Modal; 
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM ...... 

Nama Jclas Direktur/Kuasa 

Meterai Rp. 6.000 

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan 

Terlampir' kami sarnpaikan bukti pemenuhnn kewajiban dan perbaikan atas pengenann 
sanksi dimaksud. 
De111iki1111 permohonan ini kami sampaikan. 

........................... Tclp/rax 
4. lokasi Proyck . . . 
5. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin : Nomor tnnggal . 

Prinsip Penanaman Moda I/ 
Persetujuan Penanaman Modal dan/atnu lzin Usaha/lzin Usaha Tetap 

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami tel.alt memenuhi kewajiban dan perbaikan 
alas pengenaan sanksi aclrninistratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atnu fasilitas 
penanaman modal sesuai surat Kepala BKPM, Kepa1a PDPPM atau Kepala PDKPM Nornor 
....... tangga! , dan kami rnohon dapat dilakukan pcncabutan atas sanksi lersebut. 

. ············································-··············· 

Yang bertanda tangan di bnwnh ini : 
1. NanU1 Pemohon 
2. Perusahaan 
3. Alnmat Kantor Pcrusahaan 

Yth. 
Kepala BKPM, PDPPM, a tau PDKPM 
JI.············································ 

: Segcra 
: 1 (satu) berkas 
: Permohonan Pembatalan Sanksi Pcmbekuan Kegintan Usaha 
dan/atau Fnsilitas Pcnanaman Modal 

. .... , ··························· 20 ... : 20 .. Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP PERUSAHAAN 

LAMPJR.\N xxm 
PEllATURAN KEPALA OKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 DF.Sf.MBER 2009 

Bentu.k Swut Pennohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha 
dan/atau Fasilitu Penanaman Modal 



GITA WIRJAWAN 

ttd 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
K£PALA, 

Tembusan: 
- Discsuaikan dcngan uraian ternbusan pada Sumi Pengenaan Sanksi. 

.............................................. 

KEPALA DKPM , PDPPM, atau PDKPM 
') corer yang tidak perlu 

Demikian agar Saudara maklum. 

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal , perihal sebagaimana 
tersebur pads pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pcmenuhan kewajiban dan 
upaya perbaikan yimg dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan 
Usaha dan/atau fasilito.s Penanaman Modal No. tanggal serta 
memperhatikan Dania Acara Perneriksaan Proyek Nomor tanggal , 
maka pcngenaan sanksi administratif tersebut alas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman 
Modal/Izln Prinsip/Persetujuan Penanarnan Modal dau/atau lzin Usaha/Iz.in Usaha Tetap') 
Nomor ranggal dinyatakan batal. 

Yth. 
DirebiPI' . 
JI. . 

. , 20 . / ./20 . 
Segera 

Pembatnlan Sanksi Adntini5tratif Pembekuan Kcgiatan Usaha 
dan/atau Fa.,ilitas Penanaman Modal 

Nomor 
Si fat 
Lampiran 
Perihal 

KOP SURAT BKPM, PDPPM, ATAU PDKPM 

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha 
dan/atau Fasililas Penanaman Modal 

!J\MPIRAN XXJV 
PERATURAN KEPALA BK.PM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGCAL : 23 OJ;S[MllER 2009 



GITA \\TJRJAWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
KEPALA, 

TembuSj)n: 
- Tembusan discsuaikon dengau uraian tembusan pada Pendaftaran Penanarnan 

Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal atau Izln Usaha/lzin Usaha Tetap. 

............... ~ .. ,, . 

KEPALA POPPM atau POKPM 
") core! sa lah satu 

Alas perhatian dan kerja.samanya kami ucapkan terima kasih. 

Mengingat perusahaan terscbut dikenakan sanksi Pencabutan Keg:ialan Usaha 
sehlngga perlu tindalc lanjut BKPM untuk mcrekomendasikan pengembalian Fasilitas 
Penaruunan Modal yang terhutang. 

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada 
Pl' sesuai surat Keputusan No tanggal (copy surat tcrlampir) 
berdasarkan ketcntwm Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penannrnan Modal 
clan Peraturan Kepala Bodan Koordinasi Penonaman Modal No. . .. Tahun 2009 alas 
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Primip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman 
Modal dan/atau lzin Usaha/Izin Usaha Tetap') No tanggal yang 
disetujui dibidang usaha berlokasi di 
Kab/Kota Provinsi , yang menurut catatan kami perusahaan tersebut 
mendapalkan fasililas bea masuk mcsin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku. 

Yth. 
Kepala Badan Koordina.si Penanaman Modal 
up. Oeputi Bidans Pengendalian Pelaksanaan Penanarnan Modal, 
JI. Jenderal Ga tot Subroto Kav. 44 
Jakarta 12190 

............... ./20...... ······• ······························· 20 ... 
Segera 
1 (satu) berkas 
Sanksi Admini.stratif Pencabutan Kegiatan Usaha 

Nomor 
Sifat 
Lampirnn 
Peri hat 

KOP SURAT PDPPM ATAU POKPM 

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Adminutratif Pencabulan Kegiatat1 Usaha 
oleh POPPM atau PDKPM 

1.AMPIRAN }C(V 
PERATURAN KEPALA IJKPM 
NOMOR : 13 TAIJUN 2009 
TANGGAL: 23 01:SEMBER 2009 



GITA Wl~AWAN 

ltd 

BADAN KOORDINASI PENANAM.AN MODAt 
KEPALA, 

Tembus;m: 
- Tembusan dlscsuaikan dengan uraian tcmbusan pada Pendaftaran Penanaman 

Modal/Izin Prinsip Pennnaman Mod~l atau lzin Usaha/Izin Usaha Tctap. 

···············-··················· .. ········· 

Deputi Bidang Pengendalian Pelak.sanaan 
Penanaman Modal 

-- 
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala DKPM atau PDPPM atau PDKPM No . 
......... tanggal tentang Pcncabutan Kegiatan Usaha Pr atas Peru:laflaran 
Penananum Modal/Izin Prinsip Penaruunan Modal/Persetujuan Pcna.naman Modal dan/atau 
Izin Usaha/lzin Usaha Tetap No tanggal yang disetujui dibidang 
usaha ....................•.... berlokasi di Kab/Kota Provinsi................. , mengingat 
adanya Pencabutan Kcgiatan Usaha tersebut perlu ditindak lanjuti dcngan pcngcmbalian 
fasilitas impor mesin/peralatan terhutang oleh PT sesuai Surat Persetujuan 
Pabean No tanggal (copy tcrlampir) kepada Direktorat Jencieral 
Pajak/DirektoratJenderal Bea dan Culcai. 

Jakarta 
Di- 

Vth. 
1. Direktur Jen.deral Pajak 
2. Direktur Jenderal Bea dan Cubi 

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
Nomor ./20...... . , 20 . 
Sifat Segera 
Lampiran 
Perihal Pengembalian fasilltas impor mesin/peralatan terhutang 

LAMPIRAN XXVJ 
PERATURAN KEPAJ.A BKPM 
NOMOR : 13 TAHUN 2009 
TANGGAL : 23 OtsEMBER 2009 

Bentuk Surat Pembcritahuan Pengembidian Fasilitas Impor Mesin/ 
Peralatan Terhutang 


